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Kata Pengantar

Laporan Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia (BKPSDM) disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Laporan
Kinerja BKPSDM Kabupaten Bantul Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas dari
pelaksanaan tugas, fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap
Perangkat Daerah disertai dengan tantangan dan permasalahan yang dihadapi. Laporan
ini menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja
BKPSDM Kabupaten Bantul Tahun 2025.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat
pencapaian Perangkat Daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan
kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang
ditetapkan. Diharapkan penyajian Laporan Kinerja ini dapat menjadi bahan evaluasi
untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan

berkelanjutan di masa mendatang.
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Ikhtisat Eksekutif

Pada tahun 2025 terjadi transisi perencanaan pembangunan dari Rencana

Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra)

periode tahun 2021-2026 menuju periode tahun 2025-2029. Kondisi ini menyebabkan

pengukuran kinerja di lakukan dengan mengukur 2 (dua) perjanjian kinerja yaitu

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025.

Capaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

(BKPSDM) Kabupaten Bantul Tahun 2025 dalam mewujudkan tujuan dan sasaran

strategis dapat digambarkan sebagai berikut :

1.

Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sasaran : Meningkatnya profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)

Dengan indikator “Capaian Indeks Profesionalitas ASN” yang diukur dari Hasil
penilaian yang dilaksanakan oleh BKN.

Target tahun 2025 sebesar 81 Nilai dan tercapai sebesar 82,98 Nilai, dengan
demikian capaian initelah melampaui target dengan persentase realisasi sebesar
102,44 Persen.

Dalam Perjanjain Kinerja Perubahan Tahun 2025

Tujuan 1 : Mewujudkan ASN sebagai pelayan publik yang professional

Dengan indikator “Capaian Indeks Profesionalitas ASN” yang diukur dari Hasil
penilaian yang dilaksanakan oleh BKN.

Target tahun 2025 sebesar 81 Nilai dan tercapai sebesar 82,98 Nilai, dengan
demikian capaian initelah melampaui target dengan persentase realisasi sebesar
102,44 Persen.

Sasaran 1 : Terwujudnya Manajemen ASN berdasarkan Sistem Merit sesuai dengan

Prinsip Meritokrasi

Dengan indikator Capaian Nilai Sistem Merit atas Hasil Penilaian BKN atas
Indikator Aspek Sistem Merit Kabupaten Bantul.

Target tahun 2025 sebesar 287,5 Nilai dan terealisasi sama dengan target. yang
disebabkan pada Tahun 2025 tidak dilaksanakan penilaian oleh BKN dikarenakan
adanya penyesuaian/penataan fungsi dan tugas BKN pasca penghapusan Komisi
Aparatur Sipil Negara (KASN).



Pencapaian kinerja sebagaimana tersebut menghadapi beberapa tantangan
untuk memperoleh perhatian agar ke depan tidak menghambat atau menghalangi
kinerja, yaitu:

1. Perubahan kebijakan manajemen ASN;

2. Optimalisasi Manajemen ASN berdasarkan sistem merit;

3. Integrasi dan dan pemanfaatan data kepegawaian untuk pertimbangan kebijakan
manajemen ASN.

Berkenaan dengan tantangan, dilakukan langkah strategis untuk meningkatkan
pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) di masa mendatan, sebagai berikut:

1. Penerapan manajemen talenta ASN secara konsisten untuk mendukung
pengembangan karier dan kinerja organisasi;

2. Pemanfaatan dan pengembangan Bantul Corporate University untuk
Pengembangan kompetensi ASN;

3. Penerapan dan penguatan budaya kerja berbasis kinerja dan integritas melalui
sistem penilaian kinerja yang objektif, pemberian penghargaan (reward), serta
penerapan sanksi secara konsisten;

4. Pengembangan dan integrasi sistem informasi kepegawaian guna mendukung
penyediaan data ASN yang akurat, up to date, dan dapat dipertanggungjawabkan
sebagai dasar pengambilan keputusan berbasis data.

Selanjutnya, berdasarkan capaian kinerja keuangan BKPSDM, diperoleh data
bahwa alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp7.020.034.336,00 dapat direalisasikan
dalam belanja sebesar Rp6.761.091.998,00 atau sebesar 96,31% dari total anggaran.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Penyusunan Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas/
pertanggungjawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang
menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN).
Dasar hukum penyusunan meliputi:
1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah;

2. Peraturan Menteri PAN dan RB Rl Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah;
Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas

kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;

2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja

instansi.

Setiap organisasi publik saat ini diharapkan lebih terbuka dan dapat
memberikan suatu transparansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Oleh
karena itu. organisasi publik diharapkan dapat membuat suatu Rencana Strategis
(Strategic Plan). Rencana Kinerja (Performance Plan) serta Laporan
Pertanggungjawaban (Performance Accountability Report) organisasi yang dapat
mencerminkan transparansi dan akuntabilitas organisasi.

Setiap akhir tahun anggaran, BKPSDM Kabupaten Bantul melakukan proses
penyusunan Pelaporan Kinerja untuk mengukur pencapaian target kinerja yang
sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target
kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi
kinerja.

Pelaporan Kinerja ini merupakan dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi
pertanggungjawaban kinerja perangkat daerah dalam upaya berkontribusi



pencapaian tujuan/sasaran strategis Pemerintah Daerah. Pencapaian kinerja

perangkat daerah merupakan bagian pencapaian kinerja pemerintah daerah.

. Pembentukan OPD

Kebutuhan pelayanan kepada masyarakat berkembang dinamis seiring

dengan perkembangan kehidupan. Berkenaan dengan hal tersebut, organisasi

perangkat daerah di Kabupaten Bantul dituntut mengikutinya. Selain itu, perubahan

peraturan perundangan yang berlaku juga menuntut perubahan organisasi baik

dalam struktur maupun kewenangan ketugasn.

BKPSDM dalam perjalanan

sejarahnya juga tidak lepas dari perubahan tersebut. Adapun sejarah perjalanan
perubahan struktur BKPSDM, sebagai berikut:

Tabel I. 1 Sejarah Perangkat Daerah

No Nama OPD Dasar Hukum
1 Bagian Kepegawaian 1. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000
tentang Kewenangan Pemerintah dan
Kewenangan Provinsi sebagai Daerah
Otonom
2. Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000
tentang Badan Kepegawaian Daerah
2 Badan Kepegawaian | 1. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007
Daerah (BKD) tentang Pembentukan Organisasi Lembaga
Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah
Daerah;
2. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun
2008 tentang Rincian Tugas. Fungsi dan Tata
Kerja Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Bantul
3 Badan Kepegawaian. 1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor
Pendidik an dan Pelatihan 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
(BKPP) Susuna Perangkat Daerah Kabupaten Bantul
2. Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun
2016  tentang Kedudukan. Susunan
Oeganisasi. Tugas dan Fungsi. serta Tata
Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten Bantul
4 Badan Kepegawaian | Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5
Pengembangan Sumber | Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas
Daya Manusia (BKPSDM) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.
5 Badan Kepegawaian | Rincian tugas. fungsi dan tata kerja Badan
Pengembangan Sumber | Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Daya Manusia (BKPSDM) Manusia Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan
Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 tentang
Kedudukan. Susunan Organisasi. Tugas. Fungsi.
dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Dan Badan
Daerah

Sumber: Data BKPSDM per 31 Desember 2025
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BKPSDM mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi

penunjang urusan Pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

Sedangkan fungsi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia adalah sebagai berikut:
1.
2.

Penyusunan kebijakan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
Pelaksanaa tugas dukungan teknis bidang kepegawaian, pendidikan dan
pelatihan;

Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis

bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;

. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang bidang kepegawaian

pendidikan dan pelatihan;
Pelaksanaan administrasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

C. Susunan Organisasi

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten

Bantul sebagai bagian dari birokrasi Pemerintah Daerah mempunyai tugas di bidang

kepegawaian serta perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian. BKPSDM

sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan, yang

dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretaris dan 3 (tiga) Kepala Bidang.

Adapun susunan organisasi Badan Kepegawaian dan Pelatihan Kabupaten Bantul

sebagai berikut:

a.
b.

- o a o

Kepala Badan;

Sekretariat, terdiri atas:

1. Subbagian Program dan Keuangan;

2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

Bidang Pengadaan dan Mutasi ASN;

Bidang Pengembangan Kompetensi dan Diklat ASN;
Bidang Penilaian. Pembinaan dan Kesejahteraan ASN;

Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar struktur Organisasi BKPSDM Kabupaten Bantul sebagai tersebut dalam

gambar di bawah ini:



Gambar l. 1 Bagan Organisasi BKPSDM Tahun 2025
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Sumber: Data BKPSDM per 31 Desember 2025
D. Keragaman SDM

Untuk menjalankan tugas dan fungsi secara optimal. BKPSDM di dukung dengan
Sumber Daya Manusia (SDM) per 31 Desember 2025 sebanyak 48 orang, dengan

komposisi pegawai sebagai berikut :

Tabel I. 2 Strategi dan Kebijakan

Pegawai Terisi
No Jabatan Formasi Kualifikasi Jenls_
Jml Kelamin
SD | SMP | SMA | D.lll | D.IV/S1 S2 L P
1 ngatgn Pimpinan 1 1 1 1
Tinggi
2. | Jabatan Administrasi
a. Administrator 4 4 2 2 3 1
b. Pengawas 2 2 1 1 2
c. Pelaksana 34 17 1 6 2 7 1 13 4
3. | Jabatan Fungsional 49 24 9 11 4 8 | 16
Jumlah 90 48 1 6 12 20 9 26 | 22

Sumber: Data BKPSDM per 31 Desember 2025



Berdasarkan data pada tabel 1.2. tingkat pendidikan pegawai menjadi faktor
pendukung dalam pencapaian kinerja organisasi, dilihat dari tabel di atas pegawai
yang paling banyak adalah jenjang pendidikan S1 sebanyak 20 orang kemudian
disusul oleh jenjang pendidikan D.lll sebanyak 12 orang, jenjang Pendidikan S2
sebanyak 9 orang, D3 sebanyak 6 orang, dan yang terakhir jenjang Pendidikan SD
sebanyak 1 orang. Sedangkan apabila dilihat dari komposisi jenis kelamin, pegawai
laki-laki lebih banyak daripada pegawai perempuan.

Walaupun jumlah pegawai yang ada masih 53.3% dari jumlah formasi, akan tetapi

hal tersebut tidak menjadi penghambat dalam pencapaian kinerja BKPSDM.
E. Isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung pada sejauh mana institusi tersebut
mampu menganalisis isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang
tepat. BKPSDM Kabupaten Bantul dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya yang
berkaitan dengan urusan kepegawaian, menghadapi isu strategis antara lain
sebagai berikut :

1. Percepatan Penerapan Manajemen Talenta berdasarkan Sistem Merit;

2. Transformasi sistem pengembangan kompetensi ASN yang terintegrasi, modern,
dan berorientasi pada peningkatan kinerja organisasi;

3. Digitalisasi layanan kepegawaian untuk penyelenggaraan pemerintahan yang
efektif.

F. Cascading Kinerja

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (Performance Based
Organization) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bantul, setiap Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian
visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2025 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul

dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:



Gambar l. 2 Cascading Kinerja Badan Kepegawian dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia Kabupaten Bantul

Visi kabupaten Bantul Tahun 2025 - 2029 :

“Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat,
Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan

dan Budaya Istimewa”

;

Misi 2:

Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang
kreatif, inovatif dan kolaboratif berbasis teknologi informasi
untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan

berkeadilan

\4

Tujuan Daerah :

Meningkatkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah

Indikator :
Indeks Reformasi Birokrasi

v

Sasaran Daerah :

S2.1: Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang
Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik

yang Profesional
Indikator :
Nilai AKIP

v

Tujuan PD :

Mewujudkan ASN sebagai pelayan publik yang profesional

Indikator :

Capaian Indeks Profesionalitas ASN

'

Sasaran PD :

Terwujudnya Manajemen ASN berdasarkan Sistem Merit

sesuai dengan Prinsip Meritokrasi
Indikator :
Capaian Nilai Sistem Merit

|
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A 4

Program: Program: Program:
Kepegawaian Daerah Pengembangan Sumber Daya Penyelenggaraan
Manusia Keistimewaan Yogyakarta
Indikator : Urusan Kelembagaan dan

- Persentase pengisian Indikator : Ketatalaksanaan
kebutuhan formasi ASN - Capaian Pelaksanaan .

- Capaian Pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Indikator :
Penilaian Potensi dan Manusia melalui Pelatihan Persentase pegawai yang
atau Kompetensi ASN - Rasio Jabatan Fungsional meningkat

- Persentase Penilaian bersertifikat Kompetensi (%) pemahamannya tentang
Kinerja ASN (PNS tidak termasuk guru dan keistimewaan DIY

tenaga kesehatan)




G. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025

Berdasarkan Evaluasi SAKIP Tahun 2025 oleh Inspektorat Kabupaten Bantul yang

disampaikan dengan Surat Inspektur Daerah Kabupaten Bantul Nomor

061/0469.C/Ev.SAKIP/2025 tanggal 22 April 2025, perihal Laporan Evaluasi atas

Implementasi Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul

disampaikan saran/rekomendasi sebagai berikut :

Rekomendasi 1 :

a) Rekomendasi :
Meninjau. menganalisis kembali dan berkoordinasi dengan pihak terkait pohon
kinerja yang telah disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB
Nomor 89 Tahun 2021 untuk memastikan pohon kinerja telah mempertimbangkan
CSF yang menjadi area atau aspek-aspek kunci dan kritis yang berpengaruh
dalam mewujudkan kinerja, sehingga hubungan kinerja, strategi, kebijakan,
bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan
(crosscutting) dapat terbangun secara cukup. Dengan penjenjangan kinerja yang
baik. seluruh unit kerja dapat secara efektif mendukung pencapaian tujuan dan

peningkatan kinerja perangkat daerah
b) Tindaklanjut Rekomendasi :

Pohon kinerja telah disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB
Nomor 89 Tahun 2021 dengan memastikan pohon kinerja yang
mempertimbangkan CSF yang berpengaruh dalam mewujudkan kinerja, sehingga
hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas
dan fungsi lain yang berkaitan (crosscutting), dengan tujuan dan peningkatan
kinerja perangkat daerah.
c) Bukti Dukung :

https.//docs.google.com/spreadsheets/d/1EH0Zqi2UvYpz1r25tv_Uasdo10/XhB5
h/edit?usp=drive link&ouid=117498348296494082580&rtpof=true&sd=true.

Rekomendasi 2 :

a) Rekomendasi :
Meningkatkan pemanfaatan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar pemberian
reward and punishment yakni kesesuaian penilaian khususnya pada komponen

produktivitas kerja untuk memastikan adanya penghargaan yang berbeda bagi
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EH0Zgi2UvYpz1r25tv_Uasdo1olXhB5h/edit?usp=drive_link&ouid=117498348296494082580&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EH0Zgi2UvYpz1r25tv_Uasdo1olXhB5h/edit?usp=drive_link&ouid=117498348296494082580&rtpof=true&sd=true

pegawai yang memiliki kontribusi nyata dalam mewujudkan kinerja level di
atasnya hingga level organisasi (keselarasan kinerja individu dengan kinerja
organisasi) dan meningkatkan kualitas dari keselarasan kinerja organisasi
dengan kinerja individu sesuai PermenPANRB No. 89 Tahun 2021 tentang
Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah dan PermenPANRB No. 6 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN.

b) Tindaklanjut Rekomendasi :
Pemberian reward and punishment telah dilaksanakan dengan adanya
penghargaan yang berbeda bagi pegawai yang memiliki kontribusi nyata dalam
mewujudkan organisasi dengan Kompetesi Penghargaan ASN Berkinerja Tinggi
Kartika Punggawa Projotamansari (KPP).

c) Bukti Dukung :

https://drive.qgoogle.com/drive/folders/1yZuBmCD3YXhGS8TPx1HpO5SBHTYk
OViy

https://drive.qoogle.com/file/d/1NiddZaE9-aak1GHVIECeCp2621Y1duc /view



https://drive.google.com/drive/folders/1yZuBmCD3YXhGS8TPx1HpO5SBHTYkOViy
https://drive.google.com/drive/folders/1yZuBmCD3YXhGS8TPx1HpO5SBHTYkOViy
https://drive.google.com/file/d/1NiddZaE9-aak1GHvlECeCp262IY1duc_/view

BABII
Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) BKPSDM Kabupaten Bantul yang merupakan
penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Tahun 2021-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan
selama kurun waktu 2021-2026. Renstra ditetapkan dengan dengan Peraturan
Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten
Bantul pada 5 (lima) tahun mendatang mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung
di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun
2006-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah
menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: Bantul Projotamansari
Sejahtera Demokratis dan Agamis. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi
inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode
jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh
jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan
dan berkelanjutan.

Visi BKPSDM Kabupaten Bantul selaras dengan visi Kabupaten Bantul yang
tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026. yaitu :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis.
Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam
Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal lka”.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi
pemerintah. sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi
diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat
mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam
penyelenggaran pemerintahan negara. BKPSDM Kabupaten Bantul dalam
pelaksanaan tugas dan fungsinya mendukung perwujudan misi kesatu yaitu
“Penguatan Reformasi Birokrasi Menuju Pemerintahan Yang Efektif. Efisien. Bersih.

Akuntabel. Dan Menghadirkan Pelayanan Publik Prima”.



Tahun 2025 terjadi transisi perencanaan dengan ditetapkannya Peraturan

Daerah nomor 6 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Visi Kabupaten Bantul yang tertuang
dalam RPJMD Tahun 2025-2029, yaitu :

“Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju. Kuat. Demokratis dan

Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa”.

BKPSDM Kabupaten Bantul mendukung misi Kabupaten Bantul yang kedua

yaitu “Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang kreatif, inovatif dan

kolaboratif berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang

berkualitas dan berkeadilan”.

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu
dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu
strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan
sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi

pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang
diformulasikan secara terukur. spesifik. mudah dicapai, rasional, untuk dapat
dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Sesuai cascade kinerja, Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tujuan Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah mewujudkan
ASN sebagai pelayan publik yang profesional sedangkan sasaran Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Terwujudnya
Manajemen ASN berdasarkan Sistem Merit sesuai dengan Prinsip Meritokrasi
dengan indikator sasaran (indikator kinerja utama) : Capaian Nilai Sistem Merit.

Tabel Il. 1 Keterkaitan Visi. Misi. Tujuan dan Sasaran

Visi Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan
Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang
berBhineka Tunggal lka

Misi Tujuan Sasaran Indlkatcikﬁasaran/

Penguatan Reformasi Terwujudnya Meningkatnya Indeks

Birokrasi Menuju penyelenggaraan Profesionalisme Profesionalitas

Pemerintahan Yang pemerintahan yang | ASN ASN

Efektif, Efisien, Bersih, berkinerja tinggi dan

Akuntabel, dan akuntabel

Menghadirkan

Pelayanan Publik Prima

10



Sumber data : RPJMD Tahun 2021-2026

Tabel ll. 2 Keterkaitan Visi. Misi. Tujuan dan Sasaran RPJMD Periode 2025-2029

Visi : Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera
dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa

Indikator
Misi Tujuan Sasaran Sasaran/
IKU

Mewujudkan transformasi tata Mewujudkan ASN | Terwujudnya Capaian Nilai
kelola pemerintahan yang sebagai pelayan Manajemen ASN | Sistem Merit
kreatif, inovatif dan kolaboratif publik yang berdasarkan Sistem
berbasis teknologi informasi profesional Merit sesuai dengan
untuk meningkatkan pelayanan Prinsip Meritokrasi
publik yang berkualitas dan
berkeadilan

Sumber data : RPJMD Tahun 2025-2029

2. Kebijakan. Strategi dan Program

Penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi
bagian penting yang tidak untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka
pencapaian visi dan misi pembangunan Pemerintah Daerah. Strategi adalah
langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan
misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh
pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Rumusan strategi dan arah kebijakan
perencanaan pembangunan BKPSDM dalam Perubahan Rencana strategis
BKPSDM tahun 2021-2026 sebagai berikut :
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Tabel Il. 3 Strategi dan Kebijakan Badan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Visi Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis. Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD
1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhineka Tunggal lka
Tujuan | Sasaran Strategi Kebijakan
Misi 2 : Penguatan Reformasi Birokrasi Menuju Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, Bersih, Akuntabel, dan Menghadirkan Pelayanan
Publik Prima
Terwujudnya Meningkatnya  Profesionalisme | Perwujudan perencanaan dan Perencanaan dan rekruitmen

penyelenggaraan ASN
pemerintahan yang
berkinerja tinggi dan

akuntabel

pengadaan sumber daya aparatur
yang efektif dan efisien serta
pengelolan tata laksana kepegawaian
yang berbasis teknologi informasi

secara terbuka dan independent

Pengelolaan Data dan dokumen
aparatur yang akurat dan
peningkatan layanan kepegawaian

Peningkatan kompetensi aparatur dan
Perwujudan ASN yang berkarakter

. Penempatan dan Promosi secara

kompetitif dan terbuka

. Pelaksanaan dan pengiriman
pendidikan dan pelatihan aparatur
. Penyelenggaraan diklat

keistimewaan

Peningkatan disiplin aparatur

. Perwujudan

. Pemberian tambahan penghasilan

berbasis jabatan dan kinerja

aparatur
berintegritas dan berdisiplin

yang

Sumber data : Renstra Tahun 2021-2026
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Berdasarkan rumusan di atas, selanjutnya dijabarkan/ diimplementasikan dalam

berbagai program dan kegiatan. Adapun program yang dilaksanakan untuk mewujudkan

perencanaan dimaksud adalah:

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan

Ketatalaksanaan

2. Program Kepegawaian Daerah

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dirumuskan Indikatoir

Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan BKPSDM Kabupaten Bantul dalam

mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil (outcome) berbagai program dan kegiatan

sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah

memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran perangkat

daerah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
Sasaran dan IKU BKPSDM disajikan sebagai berikut:

Tabel Il. 4 Tujuan. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Renstra Tahun 2021-2026

No. Tujuan/ Sasaran Indikator Kinerja Formulasi Sg':t':' et
1. | Sasaran Strategis PD: Indeks Hasil Penilaian BKN
Meningkatnya Profesionalitas ASN | berdasarkan  kualifikasi
Profesionalisme ASN Pendidikan, kompetensi,
kinerja, dan kedisiplinan
ASN dalam melakukan
tugas jabatannya
Sumber : Renstra BKPSDM Tahun 2021-2026

Tabel Il. 5 Tujuan. Sasaran dan Indikato Indikator Kinerja Utama Renstra Tahun

2025-2029
. . . . Sumber
No. Tujuan/ Sasaran Indikator Kinerja Formulasi Data
1. | Tujuan PD : Capaian Indeks | Hasil Penilaian | BKPSDM
Mewujudkan ASN sebagai | Profesionalitas ASN | berdasarkan kualifikasi
pelayan publik yang Pendidikan,
profesional kompetensi, kinerja, dan
kedisiplinan ASN dalam
melakukan tugas
jabatannya
2. | Sasaran PD: Capaian Nilai Sistem | Hasil Penilaian BKN BKN
Terwujudnya Manajemen | Merit atas Indikator Aspek
ASN berdasarkan Sistem Sistem Merit Kabupaten
Merit sesuai dengan Prinsip Bantul
Meritokrasi
Sumber : Renstra BKPSDM Tahun 2025-2029
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B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025
Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari
pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk
melaksanakan program/kegiatan. BKPSDM Kabupaten Bantul melakukan cascade
down Perjanjian Kinerja kepada eselon |ll dan IV atau yang disetarakan. Adapun
target dan realisasi indikator kinerja program dan kegiatan (cascading eselon IlI)
serta target dan realisasi indikator kinerja sub kegiatan (cascading eselon IV atau
yang disetarakan) dapat dilihat pada esakip.bantulkab.go.id
Perjanjian Kinerja Tahun 2025 memuat sasaran, indikator kinerja utama
beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan Perjanjian Kinerja 2025 mengacu
kepada Renstra tahun 2021-2026. Rencana Kerja Tahun 2025 dan APBD Tahun
2025. Perjanjian Kinerja BKPSDM Kabupaten Bantul Tahun 2025 tersebut dibawah
ini :

Tabel Il. 6 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2021-

2026
1 | Meningkatnya Capaian Indeks Nilai 81 I 81
profesionalisme Profesionalitas ASN ] 81
ASN 1] 81
Y 81%)

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan tersebut karena bersifat outcome.:

No Nama Program Anggaran

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Rp 9.589.529.089.00
Daerah Kabupaten/Kota

2. Program Kepegawaian Daerah Rp 5.238.232.584.00

3. Program Penyelenggaraan Keistimeaan Rp. 127.200.000.00

Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan
Jumlah Anggaran Rp 14.954.961.673.00

Pada tahun 2025. BKPSDM Kabupaten Bantul melaksanakan reviu Perjanjian
Kinerja Tahun 2025. Penyusunan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 mengacu
kepada Renstra Tahun 2025-2029 dan APBD Tahun 2025. Perjanjian Kinerja
Perubahan Tahun 2025 sebagai berikut:
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Tabel ll. 7 Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025 Berdasarkan Renstra
Tahun 2025-2029

Tujuan : Capaian Indeks Nilai 81 I 81
Mewujudkan ASN | Profesionalitas I 81
sebagai  pelayan A ASN ] 81
publik yang \Y 81%)
profesional

Sasaran : Capaian  Nilai Nilai 287.5 I 287.5
Terwujudnya Sistem Merit I 287.5
Manajemen ASN [ 287.5
berdasarkan v 287.5%)
Sistem Merit sesuai

dengan Prinsip

Meritokrasi

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

No Program Anggaran (Rp)

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/ Kota Rp 9.589.529.089.00

2 Program Kepegawaian Daerah Rp 5.238.232.584.00
Program Penyelenggaraan Keistimeaan
3 Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Rp. 127.200.000.00

Ketatalaksanaan
Jumlah Rp 14.954.961.673.00

C. Program untuk Pencapaian Sasaran
Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang telah
ditetapkan dalam Renstra. maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara
teknis melalui perumusan program-program prioritas BKPSDM Kabupaten Bantul.
Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2025

sebagai berikut :
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Tabel ll. 8 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025 Berdasarkan Renstra

Tahun 2021-2026

No

Sasaran Didukung jumlah program

Meningkatnya profesionalisme Aparatur Sipil | Program Penunjang Urusan

Negara (ASN) Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Program Kepegawaian Daerah

Program Penyelenggaraan Keistimewaan
Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan

Ketatalaksanaan

Sumber : Renstra tahun 2021-2026

Tabel ll. 9 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025 Berdasarkan Renstra

Tahun 2025-2029

No

Sasaran Didukung jumlah program

1.

Terwujudnya Manajemen ASN | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

berdasarkan Sistem Merit sesuai dengan | Kabupaten/ Kota

Prinsip Meritokrasi Program Kepegawaian Daerah

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Program Penyelenggaraan Keistimweaan
Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan

Ketatalaksanaan

Sumber : Renstra tahun 2025-2029

D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja

Pelaksanaan kinerja BKPSDM didukung beberapa instrumen yang memermudah

pelaksanaannya. yaitu :

1.

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
(SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah aplikasi
https://esakip.bantulkab.go.id yang mengintegrasikan perencanaan termasuk
Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran Kkas,
monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan
tahunan OPD, cascading. Selain itu aplikasi esakip juga sudah dikembangkan
sampai penyusunan laporan evaluasi Renja (E.81), laporan evaluasi Renstra
(E.58), laporan evalusi RPJMD( E.60) yang harus di susun dilevel perangkat
daerah dan pemda periode triwulan dan tahunan sesuai Permendagri Nomor
86 Tahun 2017.
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Gambar Il. 1 Aplikasi E-SAKIP ROPK

a E-BANTUL ﬁ Administrator Bagian Organisasi Setda v

E-SAKIP E-ROPK E-Raport Kabupaten Bantul Tahun 2023 - DEV/TEST

Sumber : https://esakip.kab-bantul.id/home

Aplikasi SAPA ASN merupakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen

Kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Aplikasi ini

terintegrasi dengan beberapa aplikasi layanan manajemen ASN antara lain,

SIASN BKN, Simpeg, e-Cuti, e-Presensi, e-Cerai, el-Sultan, TPP, Sobat Karier,

LMS, SLKS, Layanan Usul Pensiun dan Layanan Pendidikan Lanjutan.
Gambar Il. 2 Aplikasi SAPA ASN

e SAPAASN rome PROFIL SAPA LAYANAN DATAASN SELEKSI BERMA PPID PEMBANTU K

®
BREAK
YOUR
LIMITS

BKPSDM

Sumber: https.//asn.bantulkab.qo.id
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BAB Il
Akuntabilitas

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari
pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah
direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi
untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran
adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level
keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di mana salah satu
pilarnya, yaitu akuntabilitas, yaitu menunjukkan sejauh mana sebuah instansi
pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik
yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Berkenaan dengan hal
tersebut, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian
penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah
dicapai. Sistem akuntabilitas kinerja berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Reviu atas Laporan Kinerja. Peraturan dimaksud antara lain mengatur tentang kriteria
yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut
menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan

Kinerja ini.

Tabel Ill. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

u Kriteria Penilaian Realisasi “
Kinerja Kinerja
1 290 Sangat Tinggi _
2 | 76<90 Tinggi _
3 6675 Sedang
4 |51<65 Rendah
5 =50 Sangat Rendah _

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017
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A. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025

Secara umum BKPSDM Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas untuk
mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Perangkat
Daerah. Pengukuran target kinerja dari Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan
dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.
Capaian IKU BKPSDM Kabupaten Bantul Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel lll. 2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 Berdasarkan Perjanjian
Kinerja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

Tujuan :
Mewujudkan
ASN sebagai
pelayan publik

yang profesional

Capaian Indeks
Profesionalitas
ASN

80,68
Nilai

N|Ia|

82,98
Nilai

102,44

N|Ia|

101,20

Sasaran :
Terwujudnya

Capaian Nilai

Sistem Merit

287,5
Nilai

287,5
Nilai

287,5
Nilai

100

305
Nilai

94,26

Manajemen
ASN
berdasarkan
Sistem Merit
sesuai dengan
Prinsip

Meritokrasi

Sumber : esakip ROPK tahun 2025
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B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

B.1. Sasaran BKPSDM Kabupaten Bantul dalam Perjanjian Kinerja (PK)
2025

Pada uraian sebelumnya telah disampaikan capaian IKU BKPSDM tahun 2025.

Tabel lll. 3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran

. . : : terhadap
Indikator Kinerja Capaian ” Akhir Akhir

Utama 2024 | Target | Realisasi Renstra | Renstra
Realisasi
(2026)

81 ‘ 82,98 ‘ 102,44

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target

1. Capaian Indeks | 80,68

Profesionalitas ASN

Sumber : BKPSDM tahun 2025

yang ditetapkan tahun 2025 adalah 81 Nilai, realisasi sebesar 82,98 Nilai atau
tercapai 102,44% masuk dalam ketogori kinerja Sangat Tinggi. Dibandingkan
dengan realisasi tahun sebelumnya (2024) sebesar 80,68 maka capaian tahun
2025 meningkat sebesar 2,3 Nilai. Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra)
sebesar 82 Capaian tahun 2025 ini telah menyumbangkan 101,20% dari target
akhir Renstra tahun 2026.

B.2. Tujuan dan Sasaran BKPSDM dalam Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan
Tahun 2025
Dalam masa transisi Renstra PD periode 2021-2026 dengan Renstra PD Periode
2025-2025, BKPSDM Menyusun Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025
dengan IKU yang tercantum dalam Renstra PD Periode 2025-2029 yang
mengakomodir Tujuan dan Sasaran BKPSDM mulai tahun 2025-2029 sebagai
berikut :

B.2.1 Tujuan BKPSDM “Mewujudkan ASN sebagai pelayan Publik
yang profesional”

Indikator Tujuan BKPSDM dalam PK Perubahan sama dengan Indikator
Sasaran BKPSDM dalam PK tahun 2025, yaitu Capaian Indeks Profesionalitas
ASN. Sebagimana yang telah tertuang dalam Tabel 111.3 Rencana dan Realisasi
Capaian Sasaran, Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Bantul Tahun 2025
memiliki target 81 Nilai dan terealisasi sebesar 82,98 Nilai atau tercapai
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102,44%, masuk dalam ketogri kinerja Sangat Tinggi. Dibandingkan dengan
realisasi tahun sebelumnya (2024) sebesar 80,68 maka capaian tahun 2025
meningkat sebesar 2,3 Nilai. Data capaian target Indeks Profesionalitas ASN

setiap periode dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel lll. 4 Capaian Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2021-2025

No Tahun Target Realisasi
1 2021 - 68,5
2 2022 69 57,44
3 2023 70 72,68
4 2024 73 80,68
5 2025 81 82,98

Sumber: BKPSDM Tahun 2025
Pengukuran dan penilaian Indeks Profesionalitas ASN dilaksanakan

dengan mengukur 4 (empat ) dimensi terdiri dari:

1. Dimensi Disiplin, digunakan untuk mengukur data atau informasi lainnya
yang memuat hukuman yang telah diterima PNS. Dimensi disiplin
diperhitungkan sebesar 5% dari seluruh pengukuran.

2. Dimensi Kualifikasi, digunakan untuk mengukur data kualifikasi pendidikan
formal PNS paling tinggi hingga yang paling rendah. Dimensi Kualifikasi
diperhitungkan sebesar 25% dari seluruh pengukuran.

3. Dimensi Kompetensi, digunakan untuk mengukur data atau informasi
riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS yang
memiliki kesesuaian dengan pelaksanaan tugas dan jabatannya.
Kompetensi diperhitungkan sebesar 40% dari seluruh pengukuran.

4. Dimensi Kinerja, digunakan untuk mengukur data atau informasi mengenai
penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada
tingkat individu dan Tingkat unit organisasi dengan memperhatikan target
capaian, hasil, manfaat yang dicapai, dan perilaku PNS. Dimensi ini
diperhitungkan sebesar 30% dari seluruh pengukuran.

Komparasi capaian nilai berdasarkan dimensi pada penilaian Indeks

Profesionalitas ASN Kabupaten Bantul tahun 2025 sebagai berikut :

- Tahun 2025 Dimensi kualifikasi pendidikan mencapai 21,02 nilai sedangkan
pada tahun 2024 adalah 21,59 nilai;
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Tahun 2025 Dimensi kompetensi mencapai 31,96 nilai sedangkan pada
tahun 2024 adalah 29,11 nilai;

Tahun 2025 Dimensi kinerja mencapai 25,00 nilai sedangkan pada tahun
2024 adalah 24,97 nilai; dan

Dimensi disiplin baik tahun 2025 maupun tahun 2024 mencapai 5,00 nilai.

Keberhasilan capaian target Indikator Kinerja Capaian Indeks

Profesionalitas ASN didukung oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1.

Komitmen pimpinan dalam mendorong peningkatan kualitas ASN yang
tercermin dalam kebijakan, penganggaran, serta pengawasan berkelanjutan
terhadap pengembangan SDM ASN;

Peran Aktif BKPSDM dalam Pemetaan kompetensi ASN, Penyusunan
rencana pengembangan kompetensi dan Fasilitasi pendidikan dan pelatihan
ASN;

3. Pemanfaatan Teknologi Informasi;

4. Kolaborasi dan sinergi antar perangkat daerah dalam mendukung

pengembangan ASN.

Faktor penghambat dalam pencapaian Indikator Kinerja Capaian Indeks

Profesionalitas ASN disampaikan sebagai berikut :

1.

Masih terdapat ASN yang belum sepenuhnya memenuhi kualifikasi
Pendidikan, sehingga berdampak pada rendahnya nilai pada dimensi
kualifikasi;

Penilaian kinerja ASN masih cenderung bersifat administratif dan belum
sepenuhnya mencerminkan capaian kinerja individu secara objektif dan

terukur;

3. Pemutakhiran Data ASN yang belum optimal.

Keberhasilan pencapaian target Indikator Kinerja Capaian Indeks

Profesionalitas ASN yang diperoleh BKPSDM Kabupaten Bantul apabila

dibandingkan capaian yang sama oleh Pemerintah Daerah/Lembaga sejenis di

Daerah Istimewa Yogyakarta masih membutuhkan upaya percepatan dan

optimalisasi. Hal ini dilihat pada tabel sebagai berikut :

22



Tabel lll. 5 Capaian Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2024 Pemerintah
Daerah/Lembaga Lain

Badan Kepegawaian Negara 80,61* Sedang
(Kanreg | Yogyakarta)
5 Pemerintah Daerah Daerah 85,13* Tinggi
Istimewa Yogyakarta
) Pemerintah Kota Yogyakarta 83,51* Tinggi
4 Pemerintah Kab. Kulon Progo 83,03* Tinggi
5 Pemerintah Kab. Bantul 82,98 Tinggi
6 Pemerintah Kab. Sleman 82,93* Tinggi
7 Pemerintah Kab. Gunung Kidul 80,45* Sedang

Sumber: BKPSDM Tahun 2025

Keterangan :

*Capaian resmi yang dirilis BKN Kanreg | Yogyakarta berdasarkan Surat BKN
Nomor : 416/B-AK.02.01/SD/KR.1/ 2024 tanggal 1 Oktober 2024.

Berdasarkan surat BKN Nomor: 15014/B-BM.02.01/SD/C.VII/2025 tanggal
24 Oktober 2025, mulai Tahun 2025 BKN sudah tidak lagi melaksanakan
pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, namun Instansi Pemerintah yang
menggunakan data Indeks Profesionalitas sebagai dasar penyusunan kinerja
dan/atau rencana strategis, tetap dapat mengakses hasil pengukuran Indeks
Profesionalitas ASN hingga tahun pengukuran Tahun 2024 pada Layanan
Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dalam aplikasi SIASN.

Atas dasar surat BKN tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Bantul dalam
hal ini BKPSDM Kabupaten Bantul melaksanakan pengukuran Indeks
Profesionalitas ASN secara mandiri berdasarkan pada data ASN yang telah
terinput dan diremajakan dalam aplikasi SIASN. Sehingga didapatkan nilai Indeks
Profesionalitas ASN Tahun 2025 sebesar 82.98 Nilai dengan formulasi
berdasarkan nilai rata-rata gabungan seluruh ASN (PNS dan PPPK) sesuai
jumlah masing-masing.

B.2.2 Sasaran BKPSDM “Terwujudnya Manajemen ASN berdasarkan

Sistem Merit sesuai dengan Prinsip Meritokrasi”

Indikator Sasaran BKPSDM dalam PK Perubahan sama dengan Indikator
Sasaran BKPSDM dalam PK tahun 2025, yaitu Capaian Nilai Sistem Merit.
Kebijakan Sistem Merit merupakan langkah pembaharuan dan perubahan dalam
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kebijakan Manajemen ASN. Sistem Merit adalah kebijakan manajemen ASN
yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, integritas dan
moralitas yang diberlakukan secara adil dan tanpa diskriminasi.

Tabel lll. 6 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran

| 2025 | quqe | Capaian

Indikator Capaian - Akhir Aktlﬁzhsgr?stra
Kinerja Utama | 2024 | Target | Realisasi .__.| Renstra
Realisasi (2029)

1. Capaian  Nilai 287,5 287,5 287.,5 100 330
Sistem Merit

Sumber: BKPSDM Tahun 2025

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target
yang ditetapkan tahun 2025 adalah 287,5 Nilai terealisasi sebesar target 287,5
Nilai tercapai 100%, masuk dalam ketogri kinerja Sangat Tinggi. Pada Tahun
2025 tidak dilaksanakan penilaian oleh BKN dikarenakan adanya penyesuaian
PermenPAN RB atas instrumen penilaian Sistem Merit. Data capaian Nilai

Sistem Merit setiap periode dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel lll. 7 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran dst
T T
— 2021 - 167*
2 2022 - 135
3 2023 - 287,5
4 2024 - 287,5
5 2025 287,5 287,5

Sumber: BKPSDM Tahun 2025
Keterangan :
*Penilaian Mandiri Oleh Pemerintah Kabupaten Bantul

Pada tahun 2024 Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebagai lembaga
yang melaksanakan penilaian sistem merit pada Instansi Pemerintah telah
dihapus berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2024. Berdasarkan
Perpres dimaksud, tugas penilaian sistem merit dilakukan oleh BKN dan
kebijakannya dilakukan oleh KemenPAN RB. Namun, pada tahun 2024 BKN
menerapkan kebijakan melaksanakan penilaian sistem merit pada Instansi

Pemerintah yang masih dibawah kategori baik, dan atau Instansi Pemerintah
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yang mengajukan penilaian. Untuk Pemerintah Kabupaten Bantul sendiri masih

menggunakan realisasi penilaian di tahun 2023 (terakhir pengukuran).

Target tahun 2025 sebesar 287,5 nilai dan realisasi sama dengan target,

karena tahun 2025 tidak dilaksanakan penilaian dikarenakan adanya

penyesuaian PermenPAN RB atas instrumen pada penilaian Sistem Merit.

Keberhasilan capaian target Indikator Kinerja Capaian Nilai Sistem Merit

didukung oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1.

Komitmen pimpinan daerah dan pimpinan Perangkat Daerah dalam
penerapan manajemen ASN berbasis Sistem Merit;

Kelengkapan Regulasi dan Kebijakan untuk pelaksanaan Sistem Merit;
Penerapan Manajemen Talenta ASN melalui pemetaan kompetensi dan
potensi serta kinerja ASN;

Peningkatan Kompetensi ASN Secara Berkelanjutan;

Pemanfaatan Sistem Informasi Kepegawaian Terintegrasi.

Faktor penghambat dalam pencapaian Indikator Kinerja Capaian Indeks

Profesionalitas ASN disampaikan sebagai berikut :

1.

Adanya dinamika dan perubahan kebijakan di tingkat nasional terkait
manajemen ASN;

Belum optimalnya implementasi Manajemen ASN berdasarkan sistem
merit;

Belum Optimalnya Integrasi dan Pemanfaatan Data Kepegawaian.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan Capaian Nilai Sistem

Merit yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1.

Penyusunan dan penerapan manajemen talenta ASN untuk mendukung
pengembangan karier dan kinerja organisasi;

Pemanfaatan Bantul Corporate University untuk Pengembangan
kompetensi ASN;

Penerapan budaya kerja berbasis kinerja dan integritas melalui sistem
penilaian kinerja yang objektif, pemberian penghargaan (reward),, serta
penerapan sanksi secara konsisten;

Mengoptimalkan sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi guna
mendukung penyediaan data ASN yang akurat dan dapat

dipertanggungjawabkan sebagai dasar pengambilan keputusan.
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Capaian kinerja BKPSDM merupakan hasil dari berbagai program yang

dilakukan untuk mencapai sasaran Terwujudnya Manajemen ASN berdasarkan

Sistem Merit sesuai dengan Prinsip Meritokrasi pada tahun 2025. Adapun program

yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut:

1.

Program Kepegawaian Daerah, memiliki 3 indikator kinerja dengan target dan

capaian sebagai berikut :

Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN dengan target 82 persen dan
terealisasi 78,93 persen atau sebesar 96,26%. Formulasi indikator ini adalah
Jumlah seluruh ASN (8.566 orang) dibagi formasi total ASN (10.852 Formasi)
dikali 100. Indikator ini tidak dapat tercapai 100% dikarenakan jumlah formasi
yang diusulkan mengikuti kebijakan dari Pemerintah Pusat.

Peta Kompetensi ASN dengan target 75 persen terealisasi 85,31 persen atau
sebesar 113,75%. Formulasi indikator ini adalah Jumlah ASN yang sudah
dinilai potensinya (7.425 orang) dibagi jumlah total ASN (8.566 orang) dikali
100. Indikator ini tercapai melebihi target dikarenakan inovasi pelaksanaan
pemetaan potensi dan kompetensi secara online (rapid test) dengan aplikasi
Sobat Karir yang dibuat dan dikembangkan oleh BKPSDM.

Persentase Penanganan Terhadap Pelanggaran Disiplin dengan target 100
persen tereaslisaasi 100 persen. Formulasi indikator ini adalah Jumlah
pembinaan kasus disiplin yang tertangani dibagi total kasus disiplin yang
masuk dikali 100.

Program Kepegawaian Daerah ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai
berikut :

a. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN

dengan indikator kinerja Persentase Keakuratan Data ASN, dengan target
95 persen terealisasi 95,75 persen. Formulasi dari indikator ini adalah jumlah
total ASN (8.566 orang) dikurangi jumlah anomali data di SIASN (364 orang),
dibagi jumlah total ASN (8.566) dikali 100.

Pelaksanaan kegiatan ini memberikan dampak terhadap terpenuhinya
kebutuhan ASN yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi jabatan,
serta tersedianya data dan informasi kepegawaian yang akurat, mutakhir,
dan terintegrasi. Dampak tersebut mendukung peningkatan kualitas

perencanaan dan pengambilan keputusan dalam manajemen ASN,
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sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan lebih efektif

dan akuntabel.

Kegiatan ini memiliki 4 (empat) subkegiatan yang antara lain sebagai

berikut :

1. Sub kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah
Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN.

Tujuan dari sub kegiatan ini adalah untuk Menyusun perencanaan
kebutuhan ASN yang akurat dan sesuai dengan analisis jabatan (Anjab)
dan analisis beban kerja (ABK) guna memenuhi kebutuhan organisasi di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Pagu anggaran sub kegiatan
ini sebesar Rp104.250.000 terealisasi sebesar Rp79.508.000 atau
76,27%. Anggaran tidak terserap maksimal dikarenakan efisiensi dari
pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen Rencana
Kebutuhan ASN. Hasil dari sub kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen
kebutuhan ASN tahunan sebanyak 1 dokumen, dan 1 dokumen Rencana
Kebutuhan ASN untuk periode tahun 2026 - 2030.

Faktor pendukung keberhasilan sub kegiatan ini adalah komitmen
BKPSDM dalam penataan pegawai sesuai ABK Perangkat Daerah dan
kerjasama tim yang terjalin secara solid serta koordinasi yang baik
dengan stakeholder lain. Sedangkan faktor penghambatnya adalah
dinamika kebijakan nasional terkait alokasi formasi calon ASN.
Berdasarkan faktor penghambat dan pendukung yang tersebut diatas,
maka upaya tindaklanjut yang akan ditempuh oleh BKPSDM adalah
meningkatkan koordinasi dengan stakeholder lain serta menjaga
kerjasama tim yang tetap solid dalam menghadapi dinamika kebijakan
nasional.

2. Sub kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK.

Tujuan dari sub kegiatan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan
ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Pagu anggaran sub
kegiatan ini sebesar Rp447.675.000 terealisasi sebesar Rp444.596.000
atau 99,31%. Hasil dari sub kegiatan ini adalah laporan pelaksanaan
kegiatan seleksi CASN tahun 2025 sebanyak 1 dokumen.

Faktor pendukung keberhasilan sub kegiatan ini adalah kerjasama

tim yang terjalin secara solid serta koordinasi yang baik dengan
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stakeholder pengadaan ASN. Sedangkan faktor penghambatnya adalah
berkas peserta CASN PPPK Paruh waktu tidak lengkap/valid dan
kendala teknis penginputan di aplikasi.

Berdasarkan faktor penghambat dan pendukung yang tersebut diatas,
maka upaya tindaklanjut yang akan ditempuh oleh BKPSDM adalah
menyusun rencana pelaksanaan kegiatan seleksi CASN dan
meningkatkan koordinasi dengan stakeholder lain serta menjaga
kerjasama tim yang tetap solid dalam dinamika kebijakan nasional.

. Subkegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian.

Tujuan dari sub kegiatan ini adalah untuk memberikan pelayanan
pemberhentian ASN tepat waktu. dan sasaran pelayanan untuk
pemberian hak pensiun. Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar
Rp69.787.500 terealisasi sebesar Rp69.787.500 atau 100%. Hasil dari
sub kegiatan ini adalah terlaksananya proses dan penerbitan SK Pensiun
PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebanyak 406
dokumen SK.

Faktor pendukung keberhasilan sub kegiatan ini adalah adanya
aplikasi SIASN secara online yang mempermudah pelaksanaan kegiatan
dan terjalinnya koordinasi dan Kerjasama yang baik dengan tim kerja.
Sedangkan faktor penghambatnya adalah aplikasi yang digunakan
sering mengalami down sehingga menghambat proses input data.
Berdasarkan faktor penghambat dan pendukung yang tersebut diatas,
maka upaya tindaklanjut yang akan ditempuh oleh BKPSDM adalah
meningkatkan kinerja tim kerja untuk mengoptimalkan pelaksanaan
kegiatan.

. Subkegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian

Tujuan dari sub kegiatan ini adalah untuk memperbarui data
kepegawaian guna mendukung proses Manajemen ASN. Pagu
anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp67.652.584 terealisasi sebesar
Rp52.574.356 atau 77,71%. Anggaran tidak terserap maksimal
dikarenakan sisa dari honor Non ASN 1 orang yang diterima PPPK diluar
Instansi BKPSDM. Hasil dari sub kegiatan ini adalah dokumen

pengelolaan data kepegawaian sejumlah 25 dokumen.
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Faktor pendukung keberhasilan sub kegiatan ini adalah koordinasi
dan Kerjasama yang baik dengan tim kerja. Sedangkan faktor
penghambatnya adalah masih adanya anomali data kepegawaian dari
SAPA ASN dengan SIASN BKN.

Berdasarkan faktor penghambat dan pendukung yang tersebut diatas,
maka upaya tindaklanjut yang akan ditempuh oleh BKPSDM adalah
rekonsiliasi dan updating data kepegawaian.

b. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN dengan indikator kinerja Persentase
pengisian JPT. Administrator Pengawas dan Jabatan Fungsional dengan
target 80 persen terealisasi 79,60 persen. Formulasi indikator ini adalah
jumlah JPT, jab. Administrator, jab. pengawas, dan JF terisi (7.231 orang)
dibagi jumlah formasi JPT, jab. Administrator, jab. pengawas, dan JF (9.034
formasi) dikali 100.

Kegiatan mutasi dan promosi ASN memberikan dampak berupa terwujudnya
penempatan ASN yang lebih tepat sesuai kualifikasi, kompetensi, kinerja,
dan kebutuhan organisasi. Dampak ini berkontribusi pada penguatan
penerapan sistem merit. peningkatan profesionalisme aparatur. serta
optimalisasi kinerja perangkat daerah dalam mendukung pencapaian tujuan
Pembangunan Daerah.

kegiatan ini adalah Kegiatan ini memiliki 2 (dua) sebagai berikut:

1. Subkegiatan Pengelolaan Mutasi ASN

Tujuan dari sub kegiatan ini adalah untuk penataan dan
penempatan ASN sesuai dengan kualifikasi. kompetensi dan kinerja di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Pagu anggaran sub kegiatan
ini sebesar Rp445.990.000 terealisasi sebesar Rp388.082.086 atau
87,02%. Anggaran tidak terserap maksimal dikarenakan efisiensi dari
pelaksanaan seleksi terbuka JPT. Hasil dari sub kegiatan ini adalah
dokumen petikan SK mutasi ASN sejumlah 313 dokumen.

Faktor pendukung keberhasilan sub kegiatan ini adalah koordinasi
dan Kerjasama yang baik dengan tim kerja. Sedangkan faktor
penghambatnya adalah formasi pada aplikasi I-mut (integrated mutasi)
belum sesuai dengan Keputusan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2025
tentang Peta Jabatan Pegawai Aparatur Sipil Negara sehingga perlu

dilakukan peremajaan data di layanan perencanaan SIASN.
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Berdasarkan faktor penghambat dan pendukung yang tersebut diatas,
maka upaya tindaklanjut yang akan ditempuh oleh BKPSDM adalah
peremajaan data di layanan perencanaan SIASN.

2. Subkegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN

Tujuan dari sub kegiatan ini adalah untuk memberikan penghargaan
kenaikan pangkat kepada ASN sesuai dengan kinerjanya di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bantul. Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar
Rp67.087.500 terealisasi sebesar Rp67.087.500 atau 100%. Hasil dari
sub kegiatan ini adalah dokumen petikan SK kenaikan pangkat PNS
sejumlah 1.041 dokumen.

Faktor pendukung keberhasilan sub kegiatan ini adalah adanya

aplikasi SIASN yang mempermudah pelaksanaan kegiatan dan
kerjasama yang baik dengan tim kerja. Sedangkan faktor
penghambatnya adalah aplikasi yang digunakan sering mengalami down
sehingga menghambat proses input data.
Berdasarkan faktor penghambat dan pendukung yang tersebut diatas,
maka upaya tindaklanjut yang akan ditempuh oleh BKPSDM adalah
meningkatkan kinerja tim kerja untuk mengoptimalkan pelaksanaan
kegiatan.

c. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN dengan indikator kinerja
Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dengan target 70
persen terealisasi 97,63 persen. Formulasi indikator kinerja ini adalah jumlah
ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (6.821 orang) dibagi jumlah
total ASN (8.566 orang) di kali 100.

Pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN berdampak pada
meningkatnya pengetahuan. keterampilan. dan sikap kerja ASN sesuai
dengan tuntutan jabatan dan perkembangan kebijakan. Dampak tersebut
mendukung peningkatan kualitas kinerja ASN secara berkelanjutan. serta
memperkuat kapasitas organisasi dalam memberikan pelayanan publik yang
lebih responsif dan berkualitas.
Kegiatan ini memiliki 5 (lima) subkegiatan yang antara lain sebagai berikut:
1. Subkegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN

Tujuan dari sub kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas

kinerja ASN guna mewujudkan profesionalisme ASN di lingkungan
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Pemerintah Kabupaten Bantul. Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar
Rp14.375.000 terealisasi sebesar Rp14.366.500 atau 99,94%. Hasil dari
sub kegiatan ini adalah rekomendasi uji kompetensi Jabatan Fungsional
sebanyak 82 orang, jian dinas sebanyak 12 orang dan penyesuaian
ijazah sebanyak 5 orang.

Faktor pendukung keberhasilan sub kegiatan ini adalah adanya
kerjasama yang baik dengan tim kerja dan peserta ujian. Sedangkan
faktor penghambatnya adalah karena pelaksaan kegiatan adalah dengan
cara pengiriman, sehingga untuk jadwal pelaksanaan kegiatan harus
menyesuaikan dengan pihak penyelenggara.

Berdasarkan faktor penghambat dan pendukung yang tersebut diatas,
maka upaya tindaklanjut yang akan ditempuh oleh BKPSDM adalah
meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait proses pelaksanaan
kegiatan peningkatan kapasitas ASN.

. Subkegiatan Pengelolaan Assessment Center

Tujuan dari sub kegiatan ini adalah untuk mengetahui potensi dan
kompetensi masing-masing ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bantul untuk mendukung Manajemen ASN. Pagu anggaran sub kegiatan
ini sebesar Rp190.112.500 terealisasi sebesar Rp189.397.100 atau
99,62%. Hasil dari sub kegiatan ini adalah Jumlah ASN yang mengikuti
pengukuran potensi dan kompetensi pada tahun 2025 sebanyak 2.906
ASN.

Faktor pendukung keberhasilan sub kegiatan ini adalah adanya
inovasi pelaksanaan pemetaan potensi dan kompetensi secara online
(rapid test) dengan aplikasi Sobat Karir. Sedangkan faktor
penghambatnya adalah keterbatasan sarana prasarana assessment.
Berdasarkan faktor penghambat dan pendukung yang tersebut diatas,
maka upaya tindaklanjut yang akan ditempuh oleh BKPSDM adalah
meningkatkan kerjasama tim kerja dan sarana prasarana assessment
center.

. Subkegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
Tujuan dari sub kegiatan ini adalah untuk mendukung peningkatan
kualifikasi pendidikan ASN sesuai kebutuhan organisasi. Pagu anggaran

sub kegiatan ini sebesar Rp351.975.000 terealisasi sebesar
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Rp351.582.500 atau 99,89%. Hasil dari sub kegiatan ini adalah jumlah
petikan SK tugas belajar sebanyak 118 orang.

Faktor pendukung keberhasilan sub kegiatan ini Adalah adanya
regulasi terkait pendidikan lanjutan ASN dan kerjasama yang baik antara
tim kerja dengan perguruan tinggi. Sedangkan faktor penghambatnya
adalah ketidaksesuaian bidang studi yang diingankan oleh ASN dengan
kebutuhan organisasi.

Berdasarkan faktor penghambat dan pendukung yang tersebut diatas,
maka upaya tindaklanjut yang akan ditempuh oleh BKPSDM adalah
penyusunan dokumen rencana kebutuhan tugas belajar sesuai dengan
rencana pembangunan daerah.

4. Subkegiatan Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat

Tujuan dari sub kegiatan ini adalah upaya pemenuhan kebutuhan
kompetensi atas standar kompetensi dan rencana pengembangan karier
ASN. Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp3.037.960.000
terealisasi sebesar Rp3.016.4229.000 atau 99,89%. Hasil dari sub
kegiatan ini adalah pelaksanaan pelatihan teknis, fungsional dan
manajerial dengan jumlah laporan 4 dokumen.

Faktor pendukung keberhasilan sub kegiatan ini adalah terjalinnya
koordinasi dan kerjasama yang baik antara tim kerja, Perangkat Daerah
serta dengan pihak penyelenggara pelatihan. Sedangkan faktor
penghambatnya adalah keterbatasan kuota pelatihan dan perubahan
juknis pelatihan yang berpengaruh pada jadwal pelatihan.

Berdasarkan faktor penghambat dan pendukung yang tersebut diatas,
maka upaya tindaklanjut yang akan ditempuh oleh BKPSDM adalah
meningkatkan koordinasi dengan penyelenggara pelatihan.

d. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur dengan indikator kinerja
Persentase Aparatur yang Menyusun Dokumen Penilaian dengan target 100
persen terealisasi 100 persen. Formulasi indikator kinerja ini adalah jumlah
ASN yang menyusun dokumen penilaian (8.566 orang) dibagi jumlah total
ASN (8.566 orang) dikali 100.

Kegiatan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur memberikan dampak
terhadap terbangunnya sistem penilaian kinerja ASN yang objektif. terukur.

dan transparan. Dampak ini mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja
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individu dan organisasi. serta menjadi dasar dalam pembinaan karier.

pengembangan kompetensi. dan pemberian penghargaan secara adil.

Kegiatan ini memiliki 3 (tiga) subkegiatan yang antara lain sebagai berikut :

1.

Subkegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Tujuan dari sub kegiatan ini untuk menetapkan sasaran dan
evaluasi kinerja individu yang digunakan untuk Manajemen ASN. Pagu
anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp178.322.500 terealisasi sebesar
Rp175.297.500 atau 98,30%. Hasil dari sub kegiatan ini adalah sasaran
dan evaluasi kinerja ASN sebanyak 8.296 dokumen.

Faktor pendukung keberhasilan sub kegiatan ini adanya
cascading kinerja dan peran aktif seluruh ASN dalam penyusunan
dokumen sasaran dan evaluasi kinerja dalam aplikasi e-kinerja.
Sedangkan faktor penghambatnya adalah kurangnya pemahaman ASN
terhadap penyusunan dokumen sasaran dan evaluasi kinerja dan
kendala sinkronisasi ruang GTK dengan e-Kinerja.

Berdasarkan faktor penghambat dan pendukung yang tersebut diatas,
maka upaya tindaklanjut yang akan ditempuh oleh BKPSDM adalah
melaksanakan desk dan pendampingan kepada Perangkat Daerah.
Subkegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai

Tujuan dari sub kegiatan ini untuk memberikan penghargaan atas
kinerja dan pengabdian yang telah dilaksanakan oleh ASN. Pagu
anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp229.045.000 terealisasi sebesar
Rp225.753.000 atau 98,56%. Hasil dari sub kegiatan ini adalah 18 orang
penerima penghargaan KPP, 92 orang penerima penghargaan SLKS, 3
juara HUT KORPRI, serta terlaksananya pencairan TPP.

Faktor pendukung keberhasilan sub kegiatan ini adanya
dukungan kebijakan penghargaan ASN. Sedangkan faktor
penghambatnya adalah Sinkronisasi data PLT/PLH dalam proses
penerimaan TPP perlu pencermatan lebih detail satu-persatu.
Berdasarkan faktor penghambat dan pendukung yang tersebut diatas,
maka upaya tindaklanjut yang akan ditempuh oleh BKPSDM adalah
meningkatkan koordinasi dan kerjasama tim kerja untuk pelaksanaan

kegiatan.

3. Subkegiatan Pembinaan Disiplin ASN
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Tujuan dari sub kegiatan ini untuk meningkatkan kepatuhan ASN
terhadap peraturan disiplin dan kode etik. Pagu anggaran sub kegiatan
ini sebesar Rp34.000.000 terealisasi sebesar Rp33.526.500 atau
98,61%. Hasil dari sub kegiatan ini adalah pembinanaan kasus
indisipliner dan penerbitan petikan SK hukuman disiplin berat sebanyak
9 SK dan petikan SK perceraian sebanyak 12 SK.

Faktor pendukung keberhasilan sub kegiatan ini adanya komitmen
dari Pembina kepegawaian untuk meningkatkan disiplin ASN.
Sedangkan faktor penghambatnya adalah tingkat kepatuhan ASN yang
belum merata, serta kendala sinkronisasi I-dis ke I-mut menyebabkan
permohonan Persetujuan Teknis ke BKN terganggu.

Berdasarkan faktor penghambat dan pendukung yang tersebut diatas,
maka upaya tindaklanjut yang akan ditempuh oleh BKPSDM adalah
monitoring pembinaan disiplin secara berkala.

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,
indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah dengan target 83,38
Angka dan terealisasi sebesar 84,1 Angka pada tahun 2025. Program ini
didukung kegiatan antara lain :

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah dengan indikator kinerja Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah (target 95,60 persen terealisasi 95,60 persen).
Kegiatan ini memiliki 2 (dua) subkegiatan, yaitu :

1. Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan indikator kinerja
Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan (target 95,60 persen
terealisasi 95,60 persen). Kegiatan ini memiliki 3 (tiga) subkegiatan, yaitu :
1. Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Subkegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/

Triwulanan/ Semesteran SKPD

c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan indikator kinerja

Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum (target 97,30 persen

terealisasi 97,30 persen). Kegiatan ini memiliki 8 (delapan) , yaitu :
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Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Subkegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

> bh -

Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan

Subkegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu

Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Subkegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

© N o o

Subkegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik pada SKPD
d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
dengan indikator kinerja Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah (target 100 persen terealisasi 100 persen).
Kegiatan ini memiliki 4 (empat) subkegiatan, yaitu :
1. Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Subkegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
e. Kegaitan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah dengan indikator kinerja Capaian Kinerja
Pemeliharaan BMD (target 100 persen terealisasi 100 persen). Kegiatan ini
memiliki 1 (satu) subkegiatan yaitu subkegiatan Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan.

3. Program Penyelenggaraan Keistimewaan  Yogyakarta Urusan
Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan dengan indikator Capaian Internalisasi
Keistimewaan pada ASN di Kabupaten Bantul dengan target 75 persen dan
terealisasi 62,08 persen pada tahun 2025. Formulasi indikator program ini adalah
ASN yang mendapatkan internalisasi Keistimewaan (239 orang) dibagi jumlah
jabatan administrator dan pengawas terisi (385 orang) dikali 100.

Program ini didukung Kegiatan Peningkatan Budaya Pemerintahan dengan
indikator kinerja Persentase peningkatan pemahaman peserta Diklat Internalisasi

dengan target 100 persen terealisasi 100 persen. Formulasi indikator kinerja ini
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adalah Tingkat pemahaman merupakan representasi hasil pre test dibandingkan
dengan post test dikali 100.

Kegiatan ini memiliki 1 (satu) subkegiatan yaitu subkegiatan Penyelenggaraan
Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota. Pelaksanaan diklat keistimewaan
memberikan dampak berupa meningkatnya pemahaman ASN terhadap
kewenangan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya pada
tingkat kabupaten/kota. Dampak ini mendukung penguatan kapasitas ASN dalam
perumusan dan pelaksanaan kebijakan keistimewaan, sehingga kebijakan yang
dihasilkan lebih selaras dengan nilai, karakteristik, dan kebutuhan daerah. Hasil
dari kegiatan ini adalah laporan pelankasanaan pelatihan internalisasi

keistimewaan sebanyak 1 laporan.

Dalam melaksanakan tugas fungsi guna mencapai tujuan dan sasaran

BKPSDM Kabupaten Bantul melakukan terobosan dan inovasi untuk meningkatkan

kinerjanya. Inovasi yang telah dilaksanakan, yaitu:

1.

BKPSDM Kabupaten Bantul berupaya untuk terus meningkatkan kinerja layanan
dan meningkatkan keamanan data dan informasi yang dikelola dengan mengacu
pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2023 tentang Sistem Manajemen
Keamanan Informasi yang selaras dengan Undang-Undang (UU) Nomor 27
Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Untuk meningkatkan keamanan data dan informasi kepegawaian yang dikelola,
BKPSDM Kabupaten Bantul menerapkan standar ISO/IEC 27001:2022 untuk
menghasilkan sistem manajemen keamanan informasi yang efektif. ISO /IEC
27001:2022 merupakan suatu standar Internasional dalam menerapkan sistem
manajemen kemanan informasi atau lebih dikenal dengan Information Security
Management Systems (ISMS).

Tahun 2025 merupakan pelaksanaan Tahun ke-1 Surveillance ISO/IEC
27001:2022 dan BKPSDM berhasil mempertahankan kelayakan sertifikasi

tersebut.
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Gambar lll. 1 Surveillance ISO/IEC 27001:2022
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Sumber: BKPSDM Tahun 2025

2. Pengembangan modul Manajemen Talenta pada Aplikasi SAPA ASN. Modul
Manajemen Talenta berfungsi untuk memetakan, menilai, dan mengelola potensi
serta kinerja pegawai secara sistematis. Aplikasi ini menjadi alat strategis dalam
mendukung pengambilan keputusan terkait pengembangan karir, promosi, dan
penempatan pegawai berdasarkan data yang terukur dan objektif.

Gambar lll. 2 Aplikasi Manajemen Talenta
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Sumber: BKPSDM Tahun 2025

3. Peluncuran Bantul Corporate University (Bantul Corpu)
Pemerintah Kabupaten Bantul resmi meluncurkan Bantul Corporate University
(Bantul Corpu) pada 1 Desember 2025 sebagai wujud transformasi sistem
pengembangan kompetensi ASN yang terintegrasi, modern, dan berorientasi
pada peningkatan kinerja organisasi. BKPSDM Kabupaten Bantul akan terus

mengembangkan Bantul Corpu dengan fokus pada penguatan infrastruktur
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digital. pengayaan konten pembelajaran. integrasi dengan sistem manajemen
ASN. kolaborasi dengan berbagai lembaga. evaluasi dampak. dan
mempertahankan konsistensi berbagai program pembelajaran yang inovatif
sebagai bagian dari budaya pembelajaran berkelanjutan

Gambar lll. 3 Peluncuran Bantul Corpu

Sumber: BKPSDM 2025
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C. Akuntabilitas Anggaran
Berdasarkan kemampuan keuangan daerah, jumlah pendanaan yang
dialokasikan untuk membiayai kegiatan pada Tahun Anggaran 2025 di BKPSDM
Kabupaten Bantul sebesar Rp7.020.034.336,00 sedangkan realisasi belanja
sebesar Rp6.761.091.998,00 atau sebesar 96,31%. Alokasi anggaran belanja
digunakan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung
pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel lll. 8 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Tahun 2025

1 Terwujudnya Manajemen ASN berdasarkan Rp5.365.432.584,00 76,43
Sistem Merit sesuai dengan Prinsip Meritokrasi

Jumlah Rp5.365.432.584,00 76,43

Belanja Pendukung Rp1.654.601.752,00 23,57

Total Belanja Rp7.020.034.336,00 100

Sumber : esakip ROPK dan SIPD.

Alokasi belanja anggaran diatas digunakan untuk penyelenggaraan
program/kegiatan utama yaitu terkait langsung pencapaian sasaran dan alokasi
anggaran untuk belanja program/kegiatan pendukung. Berdasarkan tabel diatas
jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung
pencapaian sasaran BKPSDM Kabupaten Bantul sebesar Rp5.365.432.584,00
atau sebesar 76,43% dari total belanja, sedangkan anggaran untuk
program/kegiatan pendukung sebesar Rp1.654.601.752,00 atau sebesar 23,57%

dari total belanja.

Belanja BKPSDM Kabupaten Bantul terdiri dari balanja pegawai, belanja
modal, dan belanja barang/jasa. Belanja pegawai terdiri dari Belanja Gaji dan
Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dan lain-lain sebesar
Rp7.934.927.337,00 terealisasi Rp6.792.943.787,00 sebesar 85,61%.
Penyerapan anggaran tidak bisa maksimal karena dipengaruhi oleh pensiun
pegawai, mutasi pegawai dan pengisian pegawai serta alokasi belanja tunjangan
kinerja ASN yang dialokasikan di BKPSDM Kabupaten Bantul.

Dari total anggaran belanja yang dialokasikan  sebanyak
Rp7.020.034.336,00 terealisasi sebesar Rp6.761.091.998,00 atau 96,31%.
Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung
pencapaian sasaran dari alokasi anggaran sebesar Rp5.365.432.584,00
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terealisasi sebesar Rp5.235.187.542,00 tau 97,57%. sedangkan alokasi anggaran
untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp1.654.601.752,00 terealisasi
sebesar Rp1.525.904.456,00 atau 92,22%.

Realisasi kinerja dan anggaran Tahun 2025 yang dialokasikan untuk
membiayai seluruh program/ kegiatan untuk pencapaian Indikator Kinerja Utama

dan pendukungnya disajikan sebagai berikut:
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Tabel lll. 9 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025

Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Utama: Capaian Nilai Sistem Merit

1

Sub. Kegiatan Penyusunan
Rencana Kebutuhan. Jenis dan
Jumlah Jabatan untuk
Pelaksanaan Pengadaan ASN
(pengadaan CPNS)

Koordinasi dan Fasilitasi
Pengadaan PNS dan PPPK

Koordinasi Pelaksanaan
Administrasi Pemberhentian

Sub. Kegiatan Pengelolaan Data
Kepegawaian

Sub. Kegiatan Pengelolaan Mutasi
ASN

Sub. Kegiatan Pengelolaan
Kenaikan Pangkat ASN
Sub. Kegiatan Peningkatan
Kapasitas Kinerja ASN
Sub. Kegiatan Pengelolaan
Assessment Center

Jumlah Dokumen Hasil
Penyusunan Rencana
Kebutuhan. Jenis dan Jumlah
Jabatan untuk Pelaksanaan
Pengadaan ASN

Jumlah Dokumen Kegiatan
Koordinasi dan Fasilitasi
Pengadaan PNS dan PPPK
Jumlah Dokumen Hasil kegiatan
Koordinasi Pelaksanaan
Administrasi Pemberhentian
Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Data Kepegawaian
Jumlah Dokumen Hasil
Pelaksanaan Mutasi Jabatan
Pimpinan Tinggi. Jabatan
Administrasi. Jabatan
Pelaksana dan Mutasi ASN
antar Daerah

Jumlah Pengelolaan Kenaikan
Pangkat ASN

Jumlah ASN yang Meningkat
Kapasitasnya

Jumlah Dokumen Pengelolaan
Assessment
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Reali ° Target Realisasi °

100

2 Dok

1 Dok

402
Dok

25 Dok

500
Dok

1.000
Dok
72
Orang
2.663
Dok

2 Dok

1 Dok

406
Dok

25 Dok

313
Dok

1.041
Dok
99
Orang
2.906
Dok

100

101

100

63

104

138

109

104.250.000

447.675.000

69.787.500

67.652.584

445.990.000

67.087.500

14.375.000

190.112.500

79.508.000

444.596.000

69.787.500

52.574.356

388.082.086

67.087.500

14.366.500

189.397.100

76,27

99,31

100,00

77,71

87,02

100,00

99,94

99,62



10

11

12

13

14

Sub. Kegiatan Pengelolaan
Pendidikan Lanjutan ASN
Sub. KegiatanKoordinasi dan
Kerjasama Pelaksanaan Diklat

Sub. Kegiatan Pelaksanaan
Penilaian dan Evaluasi Kinerja
Aparatur

Sub. Kegiatan Pengelolaan
Pemberian Penghargaan Bagi
Pegawai

Sub. Kegiatan Pembinaan Disiplin
ASN

Sub. Kegiatan Penyelenggaraan
Diklat Keistimewaan

Anggaran Pendukung

15

16

17

18

Sub. Kegiatan Penyusunan
Dokumen Perencanaan Perangkat
Daerah

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji
dan Tunjangan ASN
Penyediaan Administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN

Indikator Kinerja

Jumlah ASN yang Mendapatkan
Pendidikan Lanjutan

Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi dan Kerja Sama
Pelaksanaan Diklat

Jumlah Dokumen Hasil
Pelaksanaan Penilaian dan
Evaluasi Kinerja Aparatur
Jumlah ASN yang Diberikan
Penghargaan

Jumlah ASN yang Mendapatkan
Pembinaan Kedisiplinan

Jumlah Laporan Hasil Diklat
Keistimewaan Kabupaten/Kota
yang Diselenggarakan

Jumlah Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah Orang yang Menerima
Gaji dan Tunjangan ASN
Jumlah Dokumen Hasil
Penyediaan Administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN
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(Rp) (Rp)

Orang
4 Dok

8.296
Dok

115
Orang

25

Orang
1 Lap

10 Dok

7 Lap
46 O/b

12 Dok

118
Orang
4 Dok

8.296
Dok

131
Orang

21

Orang
1 Lap

10 Dok

7 Lap
47 O/b

12 Dok

100

100

98

119.0

100

100

100

102

100

351.975.000

3.037.960.000

178.322.500

229.045.000

34.000.000

127.200.000

6.000.000

4.000.000

7.934.927.337

142.560.000

Anggaran

351.582.500

3.016.429.000

175.297.500

225.753.000

33.526.500

127.200.000

6.000.000

4.000.000
6.792.943.787

142.560.000

99,89

99,29

98,30

98,56

98,61

100,00

100,00

100,00
85,61

100,00



20

21

22

23

24

25

26

Sub. Kegiatan Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/ Semesteran
SKPD

Sub. Kegiatan Penyediaan
Peralatan dan Perlengkapan
Kantor

Sub. Kegiatan Penyediaan
Peralatan Rumah Tangga

Sub. Kegiatan Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan

Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan

Fasilitasi Kunjungan Tamu

Sub. Kegiatan Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

Penatausahaan Arsip Dinamis
pada SKPD

Indikator Kinerja

Jumlah Laporan Keuangan
Bulan/ Triwulan/ Semester
SKPD dan Laporan Koordinasi
Penyusunan Laporan Keuangan
Bulan/Triwulan/Semester SKPD
Jumlah Paket Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang
Disediakan

Jumlah Paket Peralatan Rumah
Tangga yang Disediakan
Jumlah Paket Barang Cetakan
dan Penggandaan yang
Disediakan

Jumlah Dokumen Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan yang
Disediakan

Jumlah Laporan Fasilitasi
Kunjungan Tamu

Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

Jumlah Dokumen
Penatausahaan Arsip Dinamis
pada SKPD
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19 Lap

15
Paket

12
Paket
12
Paket

24 Dok

20 Lap

75 Lap

2 Dok

19 Lap

15
Paket

12
Paket
12
Paket

24 Dok

17 Lap

112
Lap

2 Dok

100

100

100

100

85

149

100

1.735.000

549.680.472

26.658.108

11.835.300

2.400.000

7.250.000

298.333.500

8.235.000

Anggaran

A= I -
(Rp) (Rp)

1.735.000

513.380.259

26.641.720

11.438.750

2.400.000

7.250.000

257.632.553

8.231.000

100,00

93,40

99,94

96,65

100,00

100,00

86,36

99,95



27

28

29

30

31

32

Dukungan Pelaksanaan Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik

pada SKPD

Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa
Surat Menyurat
Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa

Komunikasi. Sumber Daya Air dan

Listrik

Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa
Peralatan dan Perlengkapan
Kantor

Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor

Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa

Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan
dan Pajak Kendaraan Perorangan

Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan

Sumber : BKPSDM tahun 2025 diolah

Indikator Kinerja

Jumlah Dokumen Dukungan
Pelaksanaan Sistem
Pemerintahan Berbasis
Elektronik pada SKPD

Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Surat Menyurat

Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Komunikasi. Sumber Daya
Air dan Listrik yang Disediakan
Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang
Disediakan

Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Pelayanan Umum Kantor
yang Disediakan

Jumlah Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
yang Dipelihara dan dibayarkan
Pajak dan Perizinannya
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=R I
(Rp) (Rp)

3 Dok

12 Lap

12 Lap

12 Lap

18 Lap

17 Unit

3 Dok

12 Lap

12 Lap

12 Lap

18 Lap

17 Unit

100

100

100

100

100

227.425.000

1.200.000

4.500.000

73.750.000

59.224.872

229.814.500

Anggaran

224.696.400

986.895

3.467.876

71.157.576

29.612.418

214.714.009

98,80

8,24

77,06

96,48

50,00

93,43



D. Efisiensi Sumber Daya

Pada tahun 2025, BKPSDM dapat melakukan efisiensi atas belanja dengan
realisasi target yang tetap tercapai. Efisiensi belanja sebesar 3,69% dari total
anggaran belanja yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam
melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target
yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 2,43%.
sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 7,78%.

Efisiensi belanja Tahun 2025 vyang dialokasikan untuk membiayai
program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai
berikut:

Tabel lll. 10 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2025
Anggaran

= " T Roatss | % | Targsi | _Foalisst ] ool | e~

Capaian Indeks

1 Profesionalitas 81 82,98 102,44
ASN 5.365.432.584 5.235.187.542 130.245.042 2,43
Capaian Nilai
2 287,5 287,5 100
Sistem Merit
Jumlah 5.365.432.584 5.235.187.542 130.245.042 2,43
Belanja Pendukung 1.654.601.752 1.525.904.456 128.697.296 7,78
Total Belanja 7.020.034.336 6.761.091.998 258.942.338 3,69

Sumber : esakip ROPK tahun 2025 diolah

Berdasarkan tabel di atas, realisasi belanja pada tahun 2025 sebesar 96,31% dari total
anggaran belanja yang dialokasikan dengan capaian target kinerja sebesar 102,44% dan
100%. Efisiensi belanja sebesar 3,69% dari total anggaran belanja yang dialokasikan.
Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi
efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat
penghematan anggaran. Efisiensi anggaran 3,69% berasal dari program/kegiatan utama
sebesar 2,43% dan efisiensi dari program/kegiatan pendukung sebesar 7,78%. Efisiensi
tersebut bersumber dari :
1. Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar
Rp36.300.213 efisiensi dari sisa belanja modal dikarenakan harga publish

belanja modal dibawah shbj terinput;
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2. Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebesar
Rp40.700.947 efisiensi dari jumlah belanja perjalanan dinas luar daerah;

3. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebesar Rp29.612.454
efisiensi dari sisa 6 (enam) bulan anggaran honorarium 2 (dua) orang Non ASN
Front Office yang diterima PPPK diluar Instansi BKPSDM;

4. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sebesar Rp15.100.491
efisiensi dari belanja pemeliharaan kendaraan dinas;

5. Sub kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan
untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN efisiensi dari sisa pengadaan Jasa
Konsultansi Penyusunan Dokumen Rencana Kebutuhan ASN;

6. Sub kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian sebesar Rp15.078.228 efisiensi
dari sisa 6 (enam) bulan anggaran honorarium 1 (satu) orang Non ASN
Penginput Data yang diterima PPPK diluar Instansi BKPSDM,;

7. Sub kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN sebesar Rp57.907.914 efisiensi dari sisa
rangkaian kegiatan seleksi terbuka JPT Pratama yang direncanakan untuk 36
orang sedangkan realisasi sampai dengan tahan assessment hanya 19 orang;

8. Sub kegiatan Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat sebesar

Rp21.531.000 efisiensi dari pelaksanaan pelatihan ASN.
E. Analisis Program/ Kegiatan Terkait Dengan Pengarustamaan

Gender
Pada tahun 2025 di BKPSDM Kabupaten Bantul, kegiatan responsif gender dalam
urusan kepegawaian dilakukan untuk memastikan bahwa prinsip kesetaraan
gender diterapkan dalam setiap aspek manajemen kepegawaian, mulai dari
perencanaan, pengadaan/rekrutmen, pengembangan kompetensi dan
pengembangan karir sampai dengan pemberhentian (pensiun). Langkah atau
Upaya vyang dilakukan untuk mewujudkan responsif gender dengan
mengimplementasikan kebijakan anti-diskriminasi, menyediakan peluang yang
setara bagi perempuan dan laki-laki, serta menciptakan lingkungan kerja yang
inklusif. yang diuraian sebagai berikut :
1. Penyusunan Kebijakan kepegawaian yang Responsif Gender
Selama tahun 2025, BKPSDM telah menyusun dan mengimplementasikan
kebijakan kepegawaian yang responsif terhadap isu gender, yang

memastikan bahwa tidak ada diskriminasi dalam perencanaan, rekrutmen,
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mutasi dan promosi, pengembangan kompetensi serta penilaian kinerja
pegawai.

. Rekrutmen Pegawai

Pengadan ASN menjadi langkah prioritas untuk mewujudkan penyediaan
ASN yang berkualitas, profesional serta untuk mengisi kekosongan dalam
jabatan. Oleh karena itu, pengadaan ASN harus didasarkan hasil analisis
beban kerja dan analisis jabatan yang tepat. Proses rekrutmen pegawai di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul yang dalam hal ini diampu oleh
BKPSDM, telah disesuaikan dengan prinsip kesetaraan gender. Setiap
formasi CASN tidak mencantumkan persyaratan yang cenderung membatasi
akses bagi salah satu gender. Formasi CASN dapat diisi oleh laki-laki maupun
perempuan sesuai dengan kualifikasi syarat jabatan yang ditetapkan.

. Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi

Setiap ASN diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan, pendidikan
lanjutan, dan peningkatan kapasitas tanpa adanya deskriminasi gender.
Sehingga seluruh ASN memiliki hak yang sama untuk memperoleh
pengembangan kompetensi.

. Mutasi dan Promosi pegawai

Pengelolaan mutasi dan promosi bertujuan dalam rangka proses pemindahan
PNS dari satu Perangkat Daerah ke Perangkat Daerah lain untuk
menjalankan tugas dan tanggung jawab yang lebih luas (four of duty).
pengisian jabatan yang kosong, serta untuk menempatkan pegawai yang
sesuai dengan keahliannya (the right man on the right place). Dalam proses
mutasi dan promosi juga tidak melihat pada salah satu gender tertentu.
Pengembangan karir PNS didasarkan pada kualifikasi syarat jabatan yang
sudah ditetapkan.

. Penilaian Kinerja Pegawai

Penilaian kinerja ASN bertujuan untuk mengukur seberapa baik seorang
pegawai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Selain itu,
penilaian kinerja juga berfungsi sebagai dasar untuk pengambilan keputusan
terkait dengan pengembangan karier, pemberian penghargaan, serta
perbaikan kinerja. Hal tersebut tidak membedakan antara laki-laki maupun
perempuan, akan tetapi penilaian kinerja pegawai berdasarkan pada capaian
kinerja pegawai berdasarkan pada tugas pokok dan fungsinya.
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F. Lintas Sektor

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten

Bantul yang bersifat lintas kolaborasi sektoral agar berdaya dan berhasil guna

untuk kesejahteraan Masyarakat Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul. adalah sebagai berikut:

Tabel lll. 11 Inventarisasi Lintas Sektoral
Kegiatan
. . L. Capaian
o Lintas Pihak Kontribusi Keluaran Kinerja Manfaat
Sektoral
1 Koordinasi dan | KemenPANRB. | - Menetapkan Jumlah 1 Terlaksananya
Fasilitasi BKN jumlah formasi | Dokumen Dokumen | seleksi CASN
Pengadaan ASN yang Kegiatan yang transparan
PNS dan didapat oleh Koordinasi dan dan akuntabel
PPPK Pemkab Fasilitasi
Bantul Pengadaan
- Pelaksana PNS dan
seleksi (SKD PPPK
dan SKB) dan
penetapan
kelulusan akhir
2 | Pengelolaan Kemendagri. Penetapan mutasi | Jumlah 313 Terselesaikannya
Mutasi ASN BKD DIY PNS antar Dokumen Hasil | Dokumen | proses mutasi PNS
daerah/ provinsi Pelaksanaan antar daerah
Mutasi Jabatan
Pimpinan
Tinggi.
Jabatan
Administrasi.
Jabatan
Pelaksana dan
Mutasi ASN
antar Daerah
3 | Pengelolaan BKN. BKD DIY | Verifikator berkas | Jumlah 1.041 Terselesaikannya
Kenaikan usulan kenaikan Pengelolaan Dokumen | kenaikan pangkat
Pangkat ASN pangkat dan Kenaikan ASN
menetapkan SK Pangkat ASN
kenaikan pangkat
bagi ASN
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Kegiatan

) . o Capaian
o Lintas Pihak Kontribusi Keluaran Kinerja Manfaat
Sektoral
4 | Koordinasi BKN Verifikator berkas | Jumlah 406 - Terselesaikannya
Pelaksanaan usulan pensiun Dokumen Hasil | Dokumen | Administrasi
Administrasi dan pertimbangan | kegiatan Pemberhentian
Pemberhentian teknis Koordinasi PNS
Pelaksanaan - Terjaminnya dana
Administrasi pensiun PNS
Pemberhentian
5 | Peningkatan BKD DIY Fasilitator Jumlah ASN 99 Orang | Terwujudnya
Kapasitas pelaksanaan ujian | yang peningkatan
Kinerja ASN dinas dan ujian Meningkat kompetensi ASN
penyesuian ijzah | Kapasitasnya
6 | Pengelolaan Lembaga Mitra dalam Jumlah ASN 118 Terwujudnya
Pendidikan Pendidikan Pendidikan yang Orang peningkatan
Lanjutan ASN lanjutan ASN di Mendapatkan kompetensi ASN
lingkungan Pendidikan
Pemkab Bantul Lanjutan
5 | Koordinasi dan | LAN RI. Fasilitator Jumlah 4 Terwujudnya
Kerja Sama Bandiklat DIY | penyelenggaraan | Dokumen Hasil | Dokumen | peningkatan
Pelaksanaan pelatihan ASN Koordinasi dan kompetensi ASN
Diklat Kerja Sama
Pelaksanaan
Diklat
6 | Pelaksanaan BKN Fasilitator aplikasi | Jumlah 8.296 Terlaksananya
Penilaian dan penilaian kinerja Dokumen Dokumen | penilaian  kinerja
Evaluasi pegawai (E Penilaian dan ASN
Kinerja Kinerja) Evaluasi
Aparatur Kinerja
Aparatur
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BAB IV
Penutup

Laporan Kinerja BKPSDM Kabupaten Bantul ini disusun sebagai bentuk
pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi BKPSDM selama satu tahun
anggaran, sekaligus sebagai wujud komitmen dalam mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

Berdasarkan laporan ini disimpulkan bahwa secara umum BKPSDM Kabupaten
Bantul telah memperlihatkan kinerja yang baik. Hal ini dilihat dari data pencapaian
indikator kinerja utama (IKU) yaitu Capaian Indeks Profesionalitas ASN dan sasaran
yaitu Capaian Nilai Sistem Merit yang mencapai target sebagaimana kesepakatan
kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Dalam pelaksanaannya, keberhasilan capaian IKU di BKPSDM didukung oleh
faktor-faktor sebagai berikut:

1. Komitmen Pimpinan Daerah dan Pimpinan Perangkat Daerah dalam penerapan
manajemen ASN berbasis Sistem Merit;

2. Kelengkapan regulasi dan kebijakan teknis pendukung pelaksanaan program dan
kegiatan;

3. Penerapan Manajemen Talenta ASN melalui pemetaan kompetensi dan potensi
serta kinerja ASN;

4. Peningkatan Kompetensi ASN Secara Berkelanjutan;

5. Pemanfaatan Sistem Informasi Kepegawaian Terintegrasi.

Adapun langkah strategis kedepan untuk meningkatkan kinerja dalam
pencapaian IKU yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Penyusunan dan penerapan manajemen talenta ASN untuk mendukung
pengembangan karier dan kinerja organisasi;

2. Pemanfaatan Bantul Corporate University untuk Pengembangan kompetensi
ASN;

3. Penerapan budaya kerja berbasis kinerja dan integritas melalui sistem penilaian
kinerja yang objektif, pemberian penghargaan (reward), serta penerapan sanksi
secara konsisten;

4. Mengoptimalkan sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi guna
mendukung penyediaan data ASN yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan

sebagai dasar pengambilan keputusan berbasis data.
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Capaian kinerja yang telah diraih menjadi dasar evaluasi dan pembelajaran untuk
peningkatan kinerja di masa mendatang. Ke depan, BKPSDM Kabupaten Bantul akan
terus berupaya meningkatkan kualitas Manajemen ASN secara profesional,
berintegritas, dan berbasis sistem merit guna mendukung terwujudnya visi dan misi
Kabupaten Bantul.

Akhir kata, kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan, oleh
karena itu saran dan masukan yang konstruktif sangat diharapkan sebagai bahan

perbaikan pada pelaksanaan kinerja dan penyusunan laporan di tahun berikutnya.

51



LAMPIRAN



Rencana Strategis

Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
Periode 2022-2026

Indikator Target -
iy Kondisi
Tujuan Sasaran ‘;‘“a“ Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun akhir
an
2022 2023 2024 2025 2026 Renstra
Sasaran
Terwujudnya Meningkatnya | Capaian 69 70 73 81 82 82
penyellenggaraan profesionalism | Indeks
pemennta.han. e ASN Profesion
yang berkinerja alitas ASN
tinggi dan
akuntabel




Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

m’nug%?i?rmd, udma:amg@&'mm.m;&%nwmﬂﬁ r

Jalan Robert Wolter Monginsidi 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakaria 55711
Telepon. (0274) 357500 extens - 419, 457, 468 Fak=imile (0274) 8462101

Laman: hitos:Vasn banhuiab go i Posel - bkpp@tantukab goid

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manaemen pamerintahan yang edektil, transparan dan akuntabel serta
beronentasi pada hasd, kami yang bertanda tangan di bawah i :

Nama ¢ I, 1SA BUDIHARTOMO, MY

Jabatan : Kepala Badan Kepegawalan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
selanjutrya cisebut PIHAK PERTAMA

Nama : ABDUL HALIM MUSLIH

Jabatan : Bupat Bantul

selaku atasan PHAX PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjany akan mewujudkan target knerja yang seharusnya sesual lampiran
perjanjian e, dalam rangka mencapal trget knevja jangka menengah sepertl yang teiah deetapkan
dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinena tersebot
menjadi tanggung jawab kame.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperiukan serta akan mefakukan evaluas! terhadap
capalan kinerja dan perjanjan ini dan mengambi Sndakan yang dperiukan dalam rangka pemberan
penghargaan dan sanksi

Bantul, 19 September 202%
PIHAK PERTAMA

PLT. KEPALA BADAN KEFEGAWAIAN DAN
PEPGBABANGAN SLMBER.DAYA MANUSIA
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NIP. 18680505 1996031003
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Tangel Kinsra
Dalam pesjanjian kinerja ini, seliap indikatlor kinerja ielah ditelapkan besaran fargetl
inerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai beriioul-

Indikator

Kinerja Target Fenjelasan

Capaian il ZBT5 Niail « HNil sibsn ment Derlsjuan unfuk menciplakan

Sxiem Merrn biokrasi yang profesional, efisen, dan tramsparan
dengan  mereirul,  mengembangkan,  dan
mempromosikan  ASN  bendasarkan  kuakfikasi,
kompetensi, dan kinerja tanpa diskriminasi, sehingga
dapat mesmberikan pelaganan publk yang lbebih
berkuaifias dan mampd  maayanl | kKedsunan
masyarakal secara netral dan bebas KEM.

- Dalam RPAMO 20282029, target tahun 2006 sshe s
2BT.5 Mial, =xma dengan tarun 2024, Hal terneud
dikarenakan  penggabungan KASW  dengan
KemenPAN RE dan BKN sehingga tahun 2024 Sdak
dilakukan peniaian untuk Pemenniah Daerah yang
sudah dalam kategon baik | 280.324).
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Laporan hasil evaluasi SAKIP dari Inspektorat

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

LAPORAN HASIL EVALUASI

IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

NOMOR - [061/0469.C/Ev.SAKIP/2025
TANGGAL - |22 April 2025
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LAPORAN HASIL EVALUAS]
IMPLEMENTASI SI5TEM AKUNTABRILITAS HINERJA INSTANSI PEMERINTAH
FADA BADAN KEPEGAWALAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA HARUPATEN BANTUL TAHUN 2024

I. PMEMNDAITULUAN
1.1. Dasar Hukum Evaloasi

a) Undang - Undang Nomaor 23 Tahun 2004 tentang Pemermtahan
Dmerah;

b Peraturan Pemerintah Momor 12 Tahun 3017 tentang Pembhinaan
dan Pengewasan Pemyelenggnman Pemerintah Daerah;

o] Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahwn 2009 tentang Pelaporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Femenntahan Dasrah;

dj Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negam dan Reformasi
Birpkrasi Bomor &8 Tahun 3021 tentang Evaluasi Alountabilitas
[nstans: Pemeriniah;

e] Eeputusan Inspekitur Bantul Momor 49 Tahun 2023 Tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemenmtah.

f|] Eeputusan Bupati Bantul 592 Tahun 2024 Tentang Program Eega
Pengawasan Tabunan Tabun 2025,

gl Eeputusan Inspekiur Kabupaten Bantul Bomor ¥ Tahun 3025
Tentang Tindak Lanjut Program Eerja Pengawasan Tabunan Tahun
2025.

1.2. Latar Belakang Evaluasi
Sisten  Akuntahilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
dikembangkan sebagni suatu sistem  manajEmen  kinerja  untuk
meningkatkan lualitas tata  kelola pemerimtahan melaloi  aspek
alumtahilitas dan pengulkumn kinerja yang berorientasi pada hasil
jputcome). Penerapan SAKIP di Pemerintah  Eabupaten Bamtwl

B |, - s S 1) L T 17208 2
“ drlikbe i B o, car ptay Dotormen Elgkbeori denetss hei colskmes maropaisn sial bobl hukom "

Briirpailk

» [Dukusan i isish dlsrslslangen scrs sekbonk mangeuneken serifi shkireni yang diestihen




1.3

dilalkukan odeh Inspektorat Daerah selaku APIP agar dapat diperaleh
umpan balik yang obyektil dalam rangka meningkatkan kualitas secara
terus-menerus  joontinues improvement].  Masing-masing wnit  kerja
arganisasi secarn mandin merencanakan, melaksanakan, meogukur
dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada para pemanghkuo
kepentingan_

Bugpati Bantul esslnlos Kepala Dasrah dan Kspala Pemenntahon
Kabupaten Bantul perlu mengetahui sampai seberapa jauh penerapan
SAKIF berpengaruh terhadap tingkat aluntabilitas dan capatan knerja
instansi pemerintah dan seluruh unit kerja organisasi di bawah
kepemimpinanoya.  Pelaksanaan evaluasi SAKIF pada  Perangkat
Dasrah di linglungan Pemerintah Kabwpaten dilakukan oleh Tim
Evaluasi dari Inspekiorat Dasrah Kabupaten Bantul.

Tuojuan Evaluasi

a) Tujuan Umum untuk mengetahui sejanh mana AKIP dilaksanalkan
dalam mendorong peningkatan pencapaian ldnera yang tepat
sasaran dan berorientasi hasl pada nstansi Pemerintah

b} Tujuan Khsus :

Memperoleh informasi mengenai implementas: SAKTP

Menilai tingkat implementas: SAKIP

Menilai tingkat akuntabilitas kinerja

Memomitor tindak lanjut rekomendasi hasil svaluasi periode

sebelumnya.

s W ke

Funang Lingkup Evaluasi

Fuang Linglup Evaluasi AKIP meliput -

a] Penilnian kualitas perencanaan kinecja

b} Penilninn penguliran kinerja

c] Penilnian pelaporan kinerja

dj Penilaian svaluasi aluntabilitas kinerja internal

|
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1.A.

MIP : 1960505 199603 1 003
Jabatan : Kepala

Gambaran Umam Implementasi SAKIP Badan Hepegawalan dam
Pengembangan Sumber Daya Manuosia

Zisten  Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  [(SAKIF] adalah
rangkmian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang
dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan
datn, pengklasifilasian, pengildhtisaran, dan pelapomn kinega pada
instansi pemenntah, dalam mangka pertanggungjawaban  dan
peningkatan kinega instansi pemerintah.

Dalam mngka penyvelenggaraan tata pemerintaihan daerah yang badk
dan bersih [clean and good governanes] maka pengelolaan administrasi
publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinetja pemerintah, merupakan
yvang hams dilakukan di era reformasi. (deh larena itu, Hadan
Kepegawainn dan Pengembangan Sumber Deaya Manuwsia Eabupaten
Bantul berupaya menyel=nggarakan pemermtahan dengan berprinsip
pada pemermtahan yang baik {good govermanos| dan berorientasi hasil
(result oriented gpovermmend] sesuai dengan  kewenangannva  dan
manajemen  pemeriniaban yang  diemplementasikan adalah
akuntahilitas kinerja.

Alountabilitas kkinetja memuat wvisi, misi, tujuwan, dan sasaran yang
memiiki arah dan tolok ukur yang jelas atas mumusan perencanaamn
sirategi organisasi sshingga gambarmn hasil yang ingin dicapai dalam
benmtuk sasaran tersebut dapat terukur, dapat diuji, dan dapat
diandallkan.

Zelanjutnya dengan berpedoman pada Pernturan Dasrab Eabupaten
Bantul Bomor & Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Eabupaten Bantul Tabun 2020-2026, untuk
membantu mewwjudkan misi Bupati yvaitu  “Penguatan  Reformasi

%
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Birokrasi Memaju  Pemenntahan yvang Efektf, Efisien, Bersih,
Alkuntabel, dan Menghadirkan Pelayanan Publik Prima®, Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia telah
menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak satu indikator.

Berdasarkan penilaian sendin  (self assessmenf] atas  realisasi
pelaksanaan Perjanjian Kinega Tahunm 2024, menunjukkan bahwa
rata-mata capaian kinetja Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalabh 110,52% Secara
rinci tingkat capaian seluruh indikator kinerja adalah sebagni berikat :

Mo. Indikator Kinetja Utama Target Realmsasi Capaian
L ] L ]
1. | Capaian [ndeks T3 80,68 110,52
Profesionalitas ASN

Berdasarkan pencapaian indikator lkdnetja wtama tersebut dintas dapat
diketahwi babwa rata-mata capaian kinerja Tahun 2024 adalah sebesar
110, 52% termasuk dalam kategori sangat baik/ sangat berhasil
Dibandingkan dengan pencapaian kinerja tabun sebelumnya (2023],
maka kinerja pada tabun 2024 adalah terdapat kenaikan capaian indeks
profesionalitas ASN Kabupaten Bantul dari 72,68 ke 80,68

1.9, Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun sebelumnya

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia telah
menindaklanjut hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya, yaim-

No Rekomendasi Tahun Laka Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

L. Untuk meningkatkan kualias | Dokumen Laporan Kinerja
laporan kinerja PO dengan | BEPEDM Tahun 2024 disusun
mengacy  pada  Peraturan | dengan pedoman Peratummamn
Menteri PANREB Romor 53 | Menten PANRB Nomaor 53 Tabum
Tahun 2014. Dokumen | 2014 dan akan menyajikan

r Ealw » Pamal S apsld (1) UL ITE 115008 &
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Mo Rekomendasi Tahun Laha Tindak Lanjut Hasil Evaluasi
Laporan Kinerja BEKPSDM | analisis mendalam terkait efisiensi

agar menvajikan  analisis | anggarn pelaksanaan
secara  mendalam  tentang | program ' kegiatan  pada Bab 111
analisis atas efisiensi | Akuntahilitas Anggaran.
penggunaan  sumhber daya
yaitu besaran efisensi yang
terjadi dapat dikuantifikasi
dari setiap program/lkegiatan
yang telah dilaksanalan
Laporan Kinerja Badan Kepegawnian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Bantul Tahun 2024 Halaman 3§

II. GAMBARAN HASIL EVALUASI
2.1. Kondisi

2.1.1. Perencanann Kinerja

Komponen perencanaan lknerja pada Badan Eepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia mendapatkan nilai 24,60 dengan
hobot penilatan sebesar 3Fe. Perolehan nilad tersebant dilibat dan 3 [tiga)
komponen yaitu keberadaan Perencanman Kmerga dengan bobot sehesar
6,000, Muty Perencanaan Kinena dengan bobot sebesar 900%. dan
Pemanfaatan Perencanaan Kinerja dengan hobot 15 (000

Milal Akuntablices Kinerja
Ko G i i 5 1 K imb ettt K i eria =55

Milal Akhir Pesintase

1 | FERENCANAAN KINEE]A 3004 2460 32 00%

1a | Doklumen Perencanain krssrja 1elah 600 540 00055

tiTsdia

r Eals » Pamal 5 arpml i 1) UWITE 1155008 ?
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Milai Abuinkabilicss Kinerja
Ko B o i i 50 b Knmipsonen K riteria Bl

Milai Akhir Pesi-niasi

Lh | Dokumen Perencanzan Knerja telah Q.00 700 L0005
mazmniihi StEndar yang hadk, yaim
unTuk meeibcapal hasil, Sengan ubniran
kinerja yang SHART, menggunakan
penyHarasan | caroadting disetiap level
secara logh, seria memperhatilan
kinerja bidang lain {onesso g

L | Perencanaan Kinerja pHah dimantatian 150600 12.0:0 BN
untuk mewujudkan hasil yang

berkisinamisungan

Hasil penikaian perencamaan kinega dapat dijelaskan sebagai beriboat:

lj Badan Kepegawainn dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Bamtul telah melalulan pemenuhan seliruh dokumen
perencanaan kinerja.

% Dolumen Perencanaan ldnega telah memenuhi standar yang badk,
unituk mencapai hasil, dengan ukwan  kinerja yang SMART,
menggunakan penyvelamsan (nesmding) disetiap level secara kogis namun
pada dolumen pohon lanerja Tabun 2024 hefum terdapat crosscutting
vang memadal

Y Kualias penjenjangan kinerja yakni rumusan sasaran pada tataran
miermedimie cutoome belum sepermihnya menggambarkan kondes kinerga
vang ingin dicapai. Rumusan sasaran masih merupakan permyataan
proses/kegiatan yang belum menggambarkan sasaran (macame) yang
sehenamya ingin dicapai. Sasaran tersebut adalah-

A Terlaksananya mternabsasi Keistimewaan pada ASN di Kabupaten
Bantul.

b. Terpenuhinya Peta Kompetensi ASH.
Terpenubinya kebutuhan foemas: ASN,

d. Teralksananya kegiatan mutasi dan penataan ASH.

Bniirpaik
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e. Teralksananyva penangaman terhadap pelanggaran disiplim.

4) Setiap Dolumen Perencanaan Kmerja menggambarian hubungan yang
berkesinambungan antara KondisifHasd vang akan dicapai di setap
level jabatan (Cascading).

5 Perencanaan Kinerja telah dimanfaatican untuk mevujudian hasil yang
berkesinambungan, hal ini  dbwkidkan salabh  satunya  dengan
dilabukanmya perubahan perjanjian kanerja dan pembentukan tim kega
sehagai dasar dokumen perganjian knetja

2.1.2. Pengukuran Kinerja

Komponen Pengukuran Kinemja pada Badan Eepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia mendapatian nilai 24,00 dengan

bobot penilatan sebesar 307%. Peralehan mila tersebut dilibat dar 3 [tiga)
komponen yaitu Kehijakan /Keberadaan Pengubumn Kmerja dengan bobot
sebesar 6%, Kualitas { Mutu Penguloiran Kinerja dengan bobot sebesar 905,
dan Pemanfaatan Pengluman Kinerja dengan bobot 15%

Milal Alaraabilicas Kinerja

Mo | Kompenen,Seh Komponen/Kriteria | Bobaot

Milai Akhir Pesaiii se

Z | FERGUEURAN KINER]A Z0oa0 Zaa B0.00%
24 | Pengubaran Kinirja wehh dilakokan bl A4 50 SL00%%

1.h | Penguboaran Kinerja nelah menjadi ] TI B0.00%
Rebmhan dalam i | udkan

Einiria siscara Elelmil dan Efsien dan
telah dilakuban secara berjenjang dan
bazrkiedanjutan

L | Fengubaaran Kinerja telah dijedikan 15060 1Z1s0 B0L00%
dasar & lamn pemberian Bewand dan
Pusnis himint, S8t fdyesiia
sirateg] dalam mencapal Knerja yang
eledmildan efislen

alai » Pussl 5 apal (1)UL ITE 112508 g
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PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
INSPEKTORAT DAERAH

MOMOR: T/700.1. 200469 FEPT/2025

Jin. Pral. Dr. Soepomo, SH. Mo 212 Banhil Kode Poas 55712 Telp Fax (0274 387325
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a Poraburan Pomariniah Republk indonosia Nomor 12 Tahon 3017 Tenlang Pembinagn dan Pondgosesa
Py ganaan Pofmerincahan Deenah;
b Porabsran Monled Dalam Mogor Republl Infonssa Mo 2 Tahin 205 Temang Poenoanagn Pombn oo
dian Py cwasan Pamyskengiaraan Pemorimahan Daerah Tahon 2025,
2. Hopihsan Bupali Bandul Momor SI2 Tahum 2124 Tenlong Program Herja Pengasasan Tahiinem Tahom 225

i
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Tahunan Tahin 025
MEMERINTAHKAN:
Eepada:
Mk 1 i Jabkatan dalam Tim Har | P ik s aan
1. | Hermawan Sesaj, 5., M.H. Pengerdall MutuPenangoung Jawab
Z. | Priyo Hanwijapanto, 5.510, M.ESi | Pembaniu Fenanggurey Jasab ]
ML b R  Yongencal ekms - L1 S |
4. | Bhclakcha Ha Fachia, 5. Far_ M_ADD. Edua Tim
| 5. | Srningsih Rahayu, 52 | Arggoela R AR
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IWriuik Molaksanaian Evalasi Implomeniasi Seem Auntabiditas Kiretja Insiarsi Pomeniniahan
{EAKIF) Pemngkal Dasrah Kabspaten Banidl Tahin 324 pada :
& Sekrelsrat Dadrah
B Indpekdoerat D srah
c. Badan Kephjsrwdian dan Pengembangan Sombendaya ba e dan
d  Dirgs Perlanahan dan Tals Ruang (Kendha Mii Mandala Eara Tala Easana).
T iiaii 1. Mofgaiokh nfomasi iy imslamaentas SAKIP
I Menilai Gnokat mpkmenias SAHIP, dan
L Mefnbafkan saran bk an uniik paingkalan impkemanias SARIF
Saraar Pafpeianggaraan EAKIP Perangiai Daarnah Tahom 3004,
s Linghiugs 1. Pronikadon it ap porenodinadit Siralgis, wimaiul di dalamnya ) anpddn Kinefjs da
& T pETigukLran Kirsda
I Ponk o birhed oS poiyajan dan panglnghagan imoimec knerE; dan
I Evabms erhadap prograim dan kigiatan.
Tanggl 10 sud 27 Marat 3025
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SipErkenan kan mensfima segaka pembenan yang erkai gratfilas.
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dengan pendawasan ini diblayal AFED Tahun 2025 dan kepada AFIF idak
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